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LJpaya Meningkatkan Pengawasan di Lingkungan
Depnakertrans Bagi Staf dan Pimpinan

c Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

o Membangun Karyawan Bersemangat Dalam

o Penegakan Hukurn dalam Rangka Pemahaman

Sederhana dan Partisipasi PNS sebagai Aparatur
Pemerintah

o Kebijakan Upah Minimum

lnformasi Hukum merupakan wadah penyampaian gagasan, informasi d.an telaah mengenai persoalan actual yang

terkait denqan hukum dan dikemas daiam-bahasa ilmiah popular.Redaksi menerima tu.lisan d.ari penulisdengan
;;;;;il i;itr"il';;;t.#'i.t;;it'ilrva'ita-n-tire.ii penutis, bukan saduran, atau piagiat, dan redaksi.berhak'melakukan edit

tinpa mengubah substansi. tulitrn dalam penerbitan ini sepenuhnya menjadi tanggung iawab pribadi penulis.





Pangantu RadaQel

Info Huhtm Volume 4 Tahun 2008 ini mengetengahlwn sejumlah tulisanmenarik

yang Tim Redatrsi ranglwm, antara lain topik mengenai penyelesaian perselisihan

hubungan industrial, yang mengupas sistem pengupahan berdasarlwn kinerja dan

produktivitas tenaga lccrja; mengenai membangun karya'wan bersemangat dalam upaya

meninglcatlcon pengml'asan di linglatngan Depnakertrans bagi staf dan pimpinarryang

menyoroti masalah moral karyav,an, hubungan secara vertiknl dan horisontal, masalah

visi dan misi serta membangkitkan semangat lrarya'nan; mengenai Penegakan Huhtm

dalam ranglra pemahaman sederhana dan partisipast P/\fS sebagai aparatur pemerintah

membahas masalah penyelenggaraan negara; dan mengenai kebijakan upah minimum

yang merryoroti masalah penetapan upah minimum, keseragaman pengupahan,

perlindungan dan htantitas tingkat upah.

Kami berharap balwa naskah yang disajilcan dalam edisi ini dapat menambah

wawasan para pembaca. Tim Redalcsi berterima kasih atas bitik dan saran yong

bersifat membangun.

Selarnat membaco, semoga bermanfaat.

Kepala Biro Hu*um
Departemen Tenaga Kerja dan Transrtgras|
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perbedaan pendapat atau perselisihan

pengusaha dengan pekerja dan atau serikat

pekerja berkaitan dengan syarat-syarat

kerja seperti pementrhan hak-hak pekerja

,d* atau serikat pekerja, harapan atau

kepentingan pekerja, pemutusan hubungan

.kerja, $erta , perselisihan antar serikat

pekerja di satu perusahaan

perdasarkan Undang-undang No. 2

,tahun .2004, perselisihan hubungan

'industrial y4ng selama ini diselesaikan

melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan,

sekarang dialihkan untuk diselesaikan oleh

Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri. Ini berarti batrwa di

setiap Pengadilan Negeri di tingkat

kabupaten dan kota perlu dibgntuk

Pengadilan Hubungan Industial (PHI).

,PHI merupakan pengadilan khusus di

lingkungan peradilan umum, menggunakan

Hukum Acara Perdata, berwenang

merneriksa dan memutus :

J, Simanjuntak

untuk tingkat pertama;

perselisihan antar serikat pekerja unn*

tingkat pertama dan terakhir.

Perselisih* 
-ttut 

adalatr perselisihan

pengusaha dengan pekerja dan atau serikat

pekerj4, karena pengusaha dianggap tidak

melakukan kewajibannya memenuhi hak

pekeda sesuai dengan yang telatt

ditet*pkan ,dalam perjanjian kerja atau

peraturan perusatraan' atau perjanjian kerja

bersama atau peraturan perundang-

undangan. Perselisihan kepentingan adalah

perselisihan pengusatra dengan pekerja dan

atau serikat pekerja karena mereka tidak

mencapai kesepakatan mengenai

pembuatan atau perubahan syarat-syarat

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian

kerja'bersama. Perselisihan pemutusan

hubungan kerja adalatr perselisihan

pengusatra dengan pekerja dan atau serikat

pekerja sebagai akibat tindakan atau

Oleh:Prof. Dr. Payaman

-i
Perselisihan hubungan industrial adalalt perselisihan pemutusan hubungan kerja

d.

a.

b.

perselisihan hak untuk tingkat peqtama; i ,rn"*u pengusaha memberhentikan atau
I

perselisihan kepentingdn untuk tingkat I memutuskan hubungan kerja dengan

pertamadmterakhir; - i,,Pekerja
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Perselisihan antar serikat pekerja

pekerja lain di dalam satu perusahaan

:1gpna mereka tidak mencapai kesepakatan

antara lain mengenai keanggotaan dan atau

mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban

serikat pekerja.

Perselisihan hak, perselisihan

kepentingan dan perselisihan pemutusan

hubungan kerja pada umumnya timbul
lkarena pengusaha dan pekerja dan atau:

serikat , pekedd tidak berhasil

menyelesaikan keluhan, aspirasi, hampan

'kepentingan. serta tunfutan menyangkut

:hak dan kewajiban pekerja secara bipartit,

,sehingga rnemerlukan keterlibatan atau

bantuan pihak, ketiea untuk

menyelesaikannya seperti mediator atau

konsiliator atau arbitrator. Demikian juga

perselisihan antar serikat pekerja timbul

karena para pimpinan serikat pekerja yang

berselisih tidak mampu menyelesaikan

sendiri perbedaan kepentingan mereka.

Jadi setiap perselisihan hanrs

diupayakan untuk diselesaikan di tingkat

perusahaan secara bipartit. Hanya ,bila

sangat sulit diselesaikan dapat diteruskan

ke pengadilan. Sebelum ke pengadilan,

harus ditempuh dulu beberapa alternatif

yaitu :

a. BKS Bipartit,
, r .: :r::: :

$r,;\{ry.i3qitrnelaluime{is,1Qr;,,',,,,
c. Konsiliasi melalui konsiliator, atau

d. Arbinasi melalui arbitrator.
I

. :r, , . . BKS. Bipar-tit ,ha,rus dibbnqk $i
setiap perusahaan, terutarna yang

mempekerjakan 50 orang pekerja atau

lebih. 'Mediasi adalah penyelesaian

perselisihan yang dilakukan oleh pejabat

pemerintah yang disebut mediator.

Mediator diangkat oleh Menteri setelah

m0menUhl beberapa persyaratan. Konsiliasi

dddlff'' penyelesaian perselisihan oleh

anggota masyarakat" yang juga diangkat

oleh Menteri setelah memenuhi Dersvu

tertentu Arbitrator adalah satu lembaga

penyelesaian perselisihan yang ditunjuk

secara bersama oleh pengusatra dan

pekerja.

Sebagiamana' dikemukakui di -atas,

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

didirikan secara khusus di lingkungan

peradilan umum negeri. Pada tahap

pertam4 PHI didirikan di Pengadilan

Negeri di Kotamadya ibukota provinsi.

Pengajuan peni4iauan . banding atas

keputusan PHI dapat disampaikan langsung

ke Mahkamatr Kasasi Pengadilan

Hubungan Indusnial di Matrkamah Agung.
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kepentingan
antar serikat

jasa arbitrasi

Bila pihak yang berselisih

kepentingan dan perselisihan antar serikat
bersifat final.
memfasilitasi
kepentingan,

Perselisihan
perselisihan

rnenggunakan
konsiliasi;

meminta

penyelesaian. Dengan kata
berwentmg menyelesaikan

pekerja. Keputusan arbitrasi

Konsiliator berfrrngsi
penyelesaian perselisihan

serikat pekerja

BKS BIPARTIT

irnssl,rstrrAx I pnx

Penyelesaiu Perscllrihen
Menurut UU. No.22 Tahun 1957

Hasil penyelesaian konsiliator dan mediator

dituiurgkan dalam kesepakatan bersama.

Setiap perselisihan yang tidak dapat

diselesaikan di tingkat konsiliasi dan

mediasi diajukan kepada Pengadilan

Hubungan Industrial. Putusan PHI atas

perselisihan kepentingan dan perselisihah

antar serikat pekerja bersifat final.
Keputusan PHI atas perselisihan hak dan

perselisihan PHK dapat dimintakan
banding ke Mahkamah Kasasi di
Mahkamah , Agung. Dengan demikian,
penyelesaian . persglisihan hubungan

industrial dangat tergantung juga pada

efektivitas ' BKS Bipartit, arbitrasi,

konsiliasi dan' mediasi. Masalah yang

dihadapi sekarang ini adalah bahwa

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel l,
jumlah konsiliator dan mediator hingga

akhir tahun 2005 masih sansat terbatas.

Penyelesaian Perselisihan
Menurut UU. No. 2 Tahun 2004

dan

pekerja

atau

BKS BIPARTIT

HAK
I

KEPENTINGAN
2

PHK
3

ANTARSP
4
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JUm-AH filEDnToR, t(OilStLUtTOR DAI{ ARBTRATOR, 2005

1. Manfaat Pengadilan Hubungan
Industrial

Dibandingkan dengan UU No. 22

tahun l957,IJlJ No. 2 tahun 2004 tentang

Pengadilan Perselisihan Hubungan

Industrial (PPHI) lebih mer{amin kepastian

hukum dan penyelesaian yang lebih cepat.

UU No. 2 tahun 2004 antara lain
menegaskan hal-hal berikut :

Sama halnya

tahun 1957,
UU No. 22

PPtil ini
menekankan peranan BKS Btpartit
dan mendorong penyelesaian
perselisihan secaf,a musyawarah untuk
mufakat di tingkat bipartit.

b. Proses pengadilan perselisihan
dilakukan hanya melalui dua tahap
yaitu oleh Pengadilan Hubungan
Industrial yang dibentuk sebagai
bagian dari Pengadilan Negeri dan
oleh Majelis Fakim Kasasi yang
dibentuk di dan sebagai bagian dari
Mahkamah Agung.

c. ,PHI ,sebagai bagian dari pengadilan

.,-,!@eri dibaunah,kekuasaan kehakirnan,
tidak' berdiri sendiri seperri p4D dan
P4P. PHI pada tahap awal
dilaksanakan baru di fengaOitan
Negeri yang berada di ibukota
provinsi.

d- Keputusan PHI mengenai perselisihan

kepentrngan dan mengenai perselisihan

antar serikat pekerja, bersifat final,
tidak dapat dilanjutkan dengan upaya

banding ke Pengadilan Tinggi atau

Kasasi ke Mahkamah Agung.
e. Keputusan PHI mengenai perselisihan

hak dan mengenai perselisihan pHK
dapat dilanjutkan langsung dengen

upaya kasasi ke Majelis Hakim Kasasi
di Mahkamah Agung.

f Sebelum upaya pengadilan, otas
kesepakatan pengusaha dan pekerja
atau serikat pekerja, mereka dapat
memilih jalur mediasi, atau konsiliasi
atau arbitrase 'untuk penyelesaian
perselisihan kepentingan.

dengan
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2.

Pihak yang

perselisihan antax serikat pekerja

dap4t rnenyepakati dan memilih

arbitrase untuk mernutus perselisihan

mereka.

Berbeda dengan UU No.22 tahun

1957 ymtg mengatur penyelesaian

perselisihan hak dan perselisihan

kepentingan secara kolektif antan

pengusaha dengan serikat pekerja, PHI

ini juga , mengatur penyelesaian

perselisihan hak, kepentingan dan

PHK perorangan antara pengusaha

dengan individu atau kelompok

individu.

Berbeda dengarr UU No. 12 tahun

1964 .yang mewajibkan pemutusan

hubungan kerja, melahii. izlrn P4D

.atau P4P, perselisihan PHK menurut

UU PPHI ini dapat diselesaikan

melalui BKS Bipartit, mediasi,

konsiliasi, atau PHI hingga Majelis

Hakim Kasasi.

Badan Kerjasama Bipartit

BKS Bipartit terdiri dari wakil

pengusaha dan wakil pekerja dan atau

serikat pekerja. Bila dalam perusahaan

belum terbentuk serikat pekerja,

wakil pekerja di BKS Bipartit dipilih

mewakili unit-unit '.kerja, dan atau

kelompok profesi. Bila terdapat lebih

dari satu serikat pekerja" wakil mereka

di BKS Bipartit ditetapkan secara

rproponrional menurut jumlah dnggota,-

diupayakan diselesaikan di BKS'

Bipartit. Kesepakatan atau kompromi

yang dicapai di BKS Bipartit

dirumrrekan dalam bentuk Persetujuan

Bersama dan ditandatangani oleh para

piliak yang berselisih. Bila satu pihak

tidak melaksanakan Persetujuan

Bersarna tersebut, pihak yang

dirugikan dapat' mengajukan

permohonan penetapan eksekusi

kepada PHI di Pengadilan Negeri

setempat.

Walaupun tidak diatur secara

khusus dalam Undang-undang, serikat-

serikat pekerja di satu perusatraan

dapat membentuk Forum Komunikasi

Antar" Serikat Pekerja. Penyelesaian

perselisihan antar serikat pekerja

, dianjurkan dilakukan secara bipartit

dalam forum ini bila mereka enggan

menyelesaikannya di BKS Bipartit

yang telah ada.

NTFO HUKUN lfrd'Ure N ilil'N TE.X M



atal3, Mediasi oleh Mediator

Di setiap kantor Dinas Tenaga

Kerja diangkat beberapa orang pegawai

sebagai mediatoi yang berfungsi

melakukan mediasi menyelesaikan

perselisihan antata pengusatra dengan

pekerja. Atas penawaran Kepala Dinas

Tenaga Kerja, atav atas kesepakatan

bersama, pengusalra dan pekerj a atav

serikat pekerja dapat memilih seorang

mediator dari daftar nama mediator

yang tersedia di kantor Pemerintah

setempat, untuk membantu

menyelesaikan perselisihan mereka.

Dalam 7 hari setelah

menerima permintaan penyelesaian

perselisihan,mediator sudatr harus

mempelajari dan menghimpun

informasi yang diperlukan, kemudian

paling lambat pada hari kedelapan

mengadakan pertemuan atau sidang

mediasi. Untuk itu, mediator dapat

mernanggil saksi dan atau saksi ahli.

Bila,pengusaha dan pekerja atau serikat

pekerja rnencapai kesepakatan,

kesepakatan tersebut dirumuskan dalam

Persetujuan Bersama yang

ditandatangani oleh para pihak yang

berselisih diketahui oleh mediator.

Bila pengusatra dan

pekerja tidak mencapai

dalam paling lama l0 hari setelah

sidang mediasi pertiama, mediator harus

sudalr membuat anjuran tertulis kepda
pihak-pihak yang berselisih, Kemudian

dalam l0 hari setelatr menerima anjuran

tefiilis tersebut,, para pihak yang

berselisih' hanrs sudah menyampaikan,

pendapat" '$ecara tertulis kepada

mediasr menyatakan menyetujui atau

menolaknya.

Bila pihak-pihak yang

borselisih'menerima anjuran mediator,

kesepakatan tersebut dirumuskan dalam

Persetujudn 'Bersama. Bila anjuran

tertulis ditolak, maka pihak yang

' menolak mengajukan gugatan kepada

PHI s€tempat. Untuk itu rnediator

menyelesaikan dokumen yang

diperlukan dalam 5 hari kerja. Dengan

demikian seluruh proses mediasi

diselesaikan paling lama dalam l0 hari

kerja.

4. Konsiliasi oleh l(onsiliator

Konsiliator adalah anggota masyarakat'

yang, .telah berpengalaman di bidang

hubungan 'industrial dan menguasai

:,
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menguasai peraturan perundang-

undangan keTenaga Kerjaan yang

ditunjuk oleh Menteri melakukan

konsiliasi dan anJuran tertulis kepada

pengusaha dan pekerja atau serikat

pekerja menyelesaikan perselisihan

. kepentingan, perselisihan PHK dan

perselisihan antar serikat pekrja.

Daftar konsiliator untuk satu

wilayah kerja disediakan di Dinas

Tenaga Kerja setempal Atas

r kesepakatan para pihak yang berselisih,

pengusaha dan pekeda atau serikat

pekerja memilih dan meminta

I konsiliator dari daftar konsiliator

setempat untuk menyelesaikan

perselisihan , ilr€rok& mengenai

kepentingan atau PHK. i

Sama halnya dengan

mediator, konsiliator harus

menghirnpun informasi Yang

diperlukan dalam 7 hari setelah

menerima perrnintaan,konsiliasi, dan

pating lambat pada hari' kedelapan

sudah memulai : uialra konsiliasi.

, Paling rlarnbat dalarn l0 hari sesudatr

. sidang konsiliasi pertama, kesepakatan

pengusaha dan pekerja sudah

dirumuskan dalam Perjanjian BersJ-u"

atau bila pihak yang berselisih tidak

mencapai kbsepakatan, konsiliator

sudah menyampaikan anjuran tertulis.

Pengusaha dan peke{a harus

menyampaikan pernyataan menerima

atau menolak anjuran konsiliatbr paling

larna dalam l0 hari.

Bila kedua pihak menerima

anjuran, Pedanjian Bersama untuk itu

diselesaikan dalam 5 hari. Bila

pengusaha atau pekerja menolak

anjuran,. pihak yang menolak

menggtigat pihak yang lain ke PHI.

:tr: Secarakeseluruhan,konsiliator

harus 'meriyelesaikan satu kasus

perselisihan maksimum dalam 30 hari.

Dalam proses konsiliasi, konsiliator

dapat memanggil saksi dan saksi ahli.

Pemerintah membayar honorarium

'konsiliator, serta biaya perjalanan dan

akomodasi saksi dan saksi ahli.

5. Arbifitase oleh Arbitrator

Arbifiase adalah penyelesaian

perselisihan oleh seorang atau tiga otang

arbitrator, yang atas kesepakatan para

pihak yang berselisih diminta

menyelesaikan perselisihan kepentingan

dan perselisihan antar serikat pekerja.

Dalam hal pihak yang berselisih memilih

3 orang arbitrator, dalam 3 hari masing-

{*

$k
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masing pihak dapat menunjuk seorang

arbitrator, dan paling lambat 7 han

sesudah itu, kedua arbitrator tersebut

menunjuk arbitrator ketiga sebagai

Ketua Majelis Arbitrase.

Sama halnya dengan juru atau

dewan pemisah dalam UU No. 22tahw

1957, arbitrator menuut UU PPHI ini

harus memenuhi syarat tertentu yang

ditetapkan oleh Pemerintah dan

terdaftar di Kantor Pemerintah yang 
I

membidangi ketenagakerj aan.

Dalam kesepakatan memilih

penyelesaian arbitrase, pengusaha dan

pekeda atau serikat pekerja membuat

.surat perjanjian arbitrase .yang antara

lain memuat pokok persoalan

perselisihan yang diserahkan kepada

arbitrator, jumlah arbitrator yang akan

dipilih, dan kesiapan untuk tunduk pada

dan menj alankan keputusan arbitrase.

Arbitrator pertama-tama

mengupayakan penyelesaian secara

. bipartit. Bila penyelesaian berhasil,

,arbitrator membuat akte perdamaian.

Bila kedua pihak tidak mencapai titik

perdamaian, : arbitrator melaqiutkan

sidangsidang arbitrase dengan

mengundang kedua flah pihak dan

bila perlu mengundang saksi.

Secara keseluruhan, arbitrator wajib

menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial dalam waktu 30 hari kerja

' sejak penandatanganan surat perjanjian

penunjukan arbitrator. Atas

persetujuan kedua belah pihak yang

berselisih, arbitrator hanya dapat

memperpanjang waktu penyelesaian

paling lama14 hari kerja.

Putusan arbitrase merupakan

putusan yang bersifat final dan tetap

dan rnempunyai kekuatan hukum yang

' diengikat para pihak yang berselisih.

Bila, salah satu pihak tidak

rnelaksanakan. keputusan arbitrase,

pihak yang dirugikan dapat

mengajukan, permohonan kepada

Pengadilan Negeri untuk

memerintahkan pihak tersebut

melaksanakan keputusan arbitrase.

Dalam paling lama 30 hari

sejak keputusan arbitrase, salah satu

pihak dapat mengajukan permohonan

peninj auan kembali kepada Mahkamah

Agung, hanya apabila :

a. surat , atau dokumen yang

diajukan dalam pemeriksaan,

ternyata diakui atau terbukti palsu;

e. pihak lawan terbukti secara

sengaj a menyembunyikan dolaxnen

NFO HUKUU VOLUttr. N r HAN KE-d, zop



b. yang bersifat menentukan dalam

pengambilan keputusan;

c. keputusan , arbitrase terbukti

didasarkan pada tipu muslihat.pihak

lawan;

d. putusan melampaui kewenangan

arbitrator;

e. putusan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

6. Pengadilan Hubulrgan Industrial

Pengadilan Hubungan

Industrial (PHI) dibentuk di Pengadilan

Negeri dan pada Mahkamah Agung.

Untuk pertama kali, Pengadilan PHI

dibentuk di Pengadilan Negeri yang

berada di ibukota provinsi. Secara

bertahap, , 'PI{I 'akan dibentuk di

Pengadilan Negeri yang berada di

Kabrrpaten alau Kota yang padat

industri. Susunan Pengadilan PHI

pada Pengadilaq Negeri terdiri dari :

a. Hakim,

b. Hakint Ad-Hoc,

c. Panitera Muda, dan

d. Panitera Muda Pengganti.

Hakirn adalah hakim karier di

pengadilan negeri yang diangkat untuk

memeriksa, perkara persetisihan

industrial, dan diberhentikan oleh

Ketua Matrtamatr Agung.

Hakirn, . Ad,Hoc adalah hakim PHI,

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

atas usul serikat pekerja dan organisasi

pengusaha ,melalui Ketua Mahkamatr

Agung dan Menteri. :;

Di masing-masing Pengadilan

Negeri diangkat 5 orang hakim ad-hoc

mewakili unsur Serikat pekerja dan 5 orang

rnewakili unsur asosiasi pengusaha. Hakim

ad-hoc.diangkat untuk rnasa tugas 5 tatrun

dan dapat:',diangkat kembali maksimum

satu.kali rriasd jabatan. Hakim ad-hoc

tidak :boleh .merangkap jabatan sebagai

anggota. Lembaga Tertinggi dan Tinggi

Negara, kepala daerah, pengacar4

mediator, konsiliator atau arbitrator. Ketua

Pengadilan Negeri mengawasi pelaksanaarr

tugas hakim, hakim ad-hoc, panitera muda

dan panitera muda pengganti. PHI pada

Pengadilan Negeri' berwenang rnemeriksa

dan memutus :

a. perselisihan hak untuk tingkat

pertama;

b. perselisihan kepentingan untuk tingkat

pertarna dan terakhir;

c. perselisihan pemutusan hubungan

kerja untuk tingkat pertama;

d.' perselisihan antar serikat pekerja untuk

tingkat pertama dan terakhir.
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Paling lama 7'hari kerja setelah menerima

permohonan'' penyelesaian perselisihm,

Ketua'Fengadilan Negeri telatr rnenetapkan

Majelis Hakim yang terdiri dari seorang

hakim negeri sebagai Ketua Majelis; satu

,orang hakim ad-hoc mewakili unsur

serikat' pekerja dan satu orang hakim ad-

Jroc mewakili unsur asosiasi pengusaha.

:' ; :Paling'lama 7 hari sejak penetapan

M aj e I i s Ha{<iiryr,'Ketua M aj elis -tlakim harus

sudah menetapkart jadwal sidang, Majelis

llakim' dapat memanggil pihak'pihak yang

,berselisih, saksi, dan saksi ahli. Majelis

,Hakirn wajib rnenyelesaikan perselisihan

paling lama 50 hari kerja sejak sidang

,,pertarfia. Dalarn mengambil keputusan,

Majelis F{hkim mempertimbangka'n }rukum,

'perjanjiari ,yang ada, kebiasaan, dan

rkeadilad.

'putusan Majelis Hakim dibacakan, Panitera

Pengganti harus sudah menyampaikan

pemberitahuan putusan kepada pihak

yang ''tidak hadir pada saat

pembacaan putusan Majelis Hakim.

Putusan PHI mengenai perselisihan

kepentingan dan perselisihan'antar serikat

pekeda merupakeur pufigan akhir dan

bersifat tetap. "'r ' 
'

P.utusan PHI mengenai

perselisihan, hak dan perselisihan PHK

mempunyai hukum tetap apabila

dalam'14 hari kerja setelah mendengar

langsung atau menerirna

pemberitahuan puttrsan PHI, tidak ada

diantara yang berselisih mengajukan

permohonan kasasi kepada Mahkamah

Agung. Pernrohonan kasasi diajukan

melalui kepanitraan PHI.

MajeliSllakim Kasasi '

Permohonan kasasi atas

putusan PHI diperiksa dan diputus oleh

Majelis Hakim Kasasi. Untuk itu pada

M:kaman , Agung dibentuk dan

diangkat:

a. Hakim Agung,

b. ,Hakim Agung Ad-Hoc, dan

c. Panitera.

Hakim Agung adalah hakim

agung'yqrg ditugaskan di Mahkamah

Agung. Hakirn Agdng ad-hoc diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden atas

usul serikat pekerja dan asosiasi

pengusaha melalui M4hkamah Agung

r'dan Menteri. Sarna halnya dengan

haklm ad-hoc4 hakim agung ad-hoc dipilih

' ft n11s1 iirUt* 5 talnrn dan deat

diperpqiang,ryq-T"It, satq periode.

7.
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E.'Pemogokan dan
Perusahaan

Penutupan

Seperti diuraikan di atas, setagai upaya

terakhir mengatasi kebuntuan dalam

perundingan antara serikat pekerja dan

pengusaha dalam penyelesaian

perselisihan hubungan industrial,

serikat pekerja dapat' memilih cara

pemaksaan dengar.r melakukan

pemogokan atau pengusatra melakukan

pernakman nrclalui penrrryan perusatrglg, 
I

Hakim Agung ad-hoe ,tidak' boleh

rnerangkap jabatan sebagai anggota

Lembaga Tertinggi dan Tinggi

Negara, kepala'daerah, pengacara,

mediator, konsoliator atau arbitrator.

Segera setelah menerima kasasi

atas putusan PHI, Ketua Mahkamah

Agung menetapkan susunan Majelis

Hakim Kasasi yang terdiri dari

seorang Hakim Agung, seorang

Hakim Agung ad-hoc dari unsur

serikat pekerja, dan seorang Hakim

Agung ad-hoc dari unsur asosiasi

pengusatra. Majelis Hakim Kasasi

harus menyelesaikan kasus

perselisihan dimaksud paling lama 30

hari keda terhitung sejak tanggal

penerimaan permohonan kxasi.

Pemogokan addah upaya serikat

pekerja untuk menekan dan memaksa

pengusaha menerima tuntutan serikat

' pekerja. Dengan mogok, proses

produksi akan berhenti, pengusitra atcarr

mengalami kerugian. Untuk

menghindari menanggung kenrgian

yang semakin besar, pengusaha

diharapkan memilih untuk memenuhi

tuntutan serikat pekeda.

Penutupan perusahaan (lock-

out) a&tah upaya pengusatra untuk

meiiAkan dan memaksa serikat pekerja

menerima syarat-syarat kerja yang

ditawarkan pengusaha. Selama

penutupan perusahaan, proses produksi

memang berhenti, rutmun pekerja tidak

,ftor,lperoleh upatr dan jaminan sosial

dari pengusaha. Untuk tetap

memperoleh penghasilan, serikat

pekerja diharapkan bersedia menerima

syarat kerja

pergusaha.

yang ditawarkan

Selama melakukan pemogokan,

'pekerja memang tidak menerima upah

dari pengusaha. Di negara maju dengan

,keuangan serikat pekerja yang kuat,

serikat pekerja memberikan

kompensasi upah kepada pekerja.. Bila

dana serikat pekerja tidak kuat, pekerja
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'sendiri harus siap untuk tidak menerima

penghasilan apa.apa'selama melakukan

pemogokan.

'. Dengan' demikian, baik

pemogokan maupun penutupan

perusahaan, sama-sama merugikan

'pengusaha dan pekerja dan selanjutnya

merugikan masyarakat umum dan

negara. Oleh sebab.itu, serikat pekerja

dan pengusaha'selalu dianjurkan untuk

tidak memilih cara tersebut akan tetapi

melanjutkan dan mengintensifl<an

,negosiasi atau perundingan, Itu pula

sebabnya pihak yang berrraksud

melaksanakan tindakan pemaksaan

sepihak (mogok atau menutup

perusahaan) harus terlebih dahulu

rnelalui jalur panjang. Pertama,

membuktikan upaya penmdingan telah

: sungguh-sungguh dilakukar dan sudah

menghadapi jatan buntu. Kedua,

menginformasikan dan mengajukan

rencana pemogokan atau penufupan

perusahaan kepada Dinas Tenaga

Kerja. Tidak boleh metrakukan tindakan

pemogokan atau penutupan perusahaan

sebelum menerima surat tanda terima

'pemberitahuan rencana dari' Dinas

Tenaga Kerja.

Pemcgakan Sebagai Upaya Terekhir

Sebagaimana dikemukakan di

atas, pemogokan adalah upaya terakhir

dari serikat pekerja untuk memaksa

pengusaha rnemenuhi tuntuta; pkerj-a,

setel&, berbagai upaya lainnya tidak

berhasil baik melalui perundingan

secaf,a bipartit, maupur melalui. jasa

mediasi atau konsiliasi. Hanrs dapat

dibuktikan , bahwa serangkaian

Frterynaq dengan pengusaha telatr

dilatadcan akan tetapi tidak

rnlndatangkan hasil, atau batrwa

serikat pekerja dalam paling sedikit 2

kali dalam 2 minggu telah

mengundang pengusaha untuk

berunding tetapi tidak bersedia

memenuhi tawaran atau undangan

serikat pekerja.

Dengan demikian, pekerja

harus memahami bahwa pemogokan

menunlut pengorbanan pekerja.

Pemogokan berdampak ketidakpastian

penghasilan pekerja. Oleh sebab itu

untuk mengambil keputusan

merencanaksrr: p€rlogokan, serikat

pekerja harus mendengarkan pendapat

anggota:anggotanya. Rencana

pemogokan harus diputuskan secara

konsensus oleh seluruh anggota.
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Bila serikat pekerja berkeras

memobilisir pemogokan didukung oleh

sebagian anggota, pekerja lain tidak boleh

dipaksa ikut mogolt, baik yang sudah

anggota serikat peked4 apalagi yang

bukan anggota serikat pekerja.

Dalam hal demikian, pengusaha

dapat tetap melanjutkan produksi dengan

mengandalkan pekerja yang tidak mogok.

Untuk meningkatkan tekanan terhadap

pengusaha, serikat pekerja harus mampu

memobilisir sebanyak mungkin pekerj a.

Keputusan melakukan pemogokan

harus disusun dalam satu Rencana

Pemogokan yang antara lain menuat isi

tuntutan serikat pekerja, alasan untuk

menggelar pemogokan, bentuk kegiatan

yang akan dilaksanakan, dan w*tu
memulai pemogokan

Rencana pemogokan juga secara

implisit memuat tanggungiawab serikat

pekerja terhadap ahggota yang ikut mogok

kerja. Rencana pemogokan harus

diinformasikan kepada pengusaha dan

Dinas Tenaga Keqia paling sedikit 7 hari

sebelum r€ncana pelaksanaan pemogokan

dengan :melampirkan bukti-bukti bahwa :

.: Telah dilakukan serangkaian

perundingan tetapi tidak rnembuahkan

hasil, atau

o dalarn 2 x 2 minggu, pengusaha

menolak berunding dengan serikat

pekerja.

Serikat pekerja dapat menggelar

pemogokan setelah menerima tanda

pemberitahuan dari Dinas Tenaga Kerja

tersebut. Dengan kata lain, serikat pekerja

dapat menggelar pemogokan paling cepat

satu minggu setelah menerima tanda

pendaftaran rencana pemogokan. Dalam

jangka waktu tersebut, pengusatra, serikat

pekerja dan Pemerintah dapat melakukan

pendeiiatan penyelesaian sehingga rencana

pemogokan tidak jadi dilaksanakan.

Selama pekerja melakukan

pemogokan, pengusaha tidak wajib

membayar upah mereka. Oleh sebab itu

serikat pekerja yang menggelar pemogokan

seogianya membayar kompensasi bagi

pekerja yang ikut mogok. Namun di

Indonesia, serikat pekerja pada umumnya

belum mampu membayar konrpensasi bagi

anggotanya, Sebaliknya Pengurus Cabang,

Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat

Serikat, Pekerja yang menggalang

pemogokan .pada urnumnya mengambil

balas jasa sekitar l0% sampai 20% dai

hasil tuntutan pekerja: Hal itu membuat

penyelesaian perselisihan sering menjadi

tambah sulit.
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Sementma pekerja sudah dapat menerima

tawaran pengusaha, serikat pekerja sering

bertahan dengan tuntutan yang terlalu

tinggi. untuk mengharapkan bagian yang

lebih besar.

Selama serikat pekeda menggelar

pemogokan, pengusaha dapat

memberhentikan seluruh proses produksi,

atau dapat meneruskan produksi bila

sebagian pekerja memutuskaR tetap

bekerja. Pengusaha,tidak diperbolehkan

melakukan tindakan pembalasan berupa

memberhentikan mereka yang mogok dan

merekrut pekerja baru.

Bila pengusaha merasa tidak

mampu memenuhi tuntutan serikat pekerja

dan memutdskan untuk menufuP

perusahaan, maka maksud tersebut harus

segera diinformasikan'kepada serikat

pekerja dan pernerintah. Pekerja akan

kehilangan pekerjaannya dan terpakm

mencari pekerjaan, baru. Pengusaha tidak

diperbolehkan kembali melanjutkan usaha

yang sama di lokasi yang sama.

, Sebagaimana diuraikan di atas,

tanpa mengurangi nilai' pemogokan sebagai

hak dan alat perjtrangan pekerja dan serikat

pekerja, pemogokan hanya membawakan

kerugian bagi pekerja, . pengusaha dan

masyarakat.

Nanrun'akibat pemogoktm tersebut dan

tambahdn, beban .yang harus dikeluarkan

pengusaha untuk' memenuhi tuntutan

serikat pekerja, pengusaha akan

menanggung. rugi atau hanya manpu

memperoleh margin keuntungan yang

keeit. Dengan, kondisi yang demikian,

tahm berikutnya ,serikat pekerja tidak

mungkin lagi layak mengajukan.,tuotutdir

baru. , Kalau serikat pekerja tetap

meinaksakan tunfuian baru, perusatraan

akan bangkrut'dan semua akan kehilangan.:
pekerjaan.

Angka pemogokan di Indonesia

termastrk tinggi, dan cenderung untuk

tenrs rneningkat terutarna sejak awal

talrun 1990-an. Sebagaimana dapatdilihat

pa& Tabel 2, pemogokan meningkat

dari 6l kasus dalarn tahtm 1990

menjadi 273 ..kasus dalam tahun 2000,

akan tetapi ,turm menjadi , 125 kasus

dalem ' tahun 2A04. Pekerja yaog

terlibat dalam pemogokan'bertambah

dari 3I.234, orang, ,dalam tahm 1990

menjadi I26.MS orang dalam tahun 2000;

dan firun' mer$adi 53.321 orang dalam

tatrun"2004..,Dalam periode:tersebut'jam

kerja hilang (manhours /osr) meningkat dmi

262,AI4jarnkerja,nrcnjadi 128 jUa jam kerja

dan tunnr nre4i di 554.726j am kerja

t4,ilrc Hu'(til VOLUre N fA'tW XE4 nN



Fffir=:-j- t

Pemogokan'yang' berkepanjangim','atau
y4lrg . berakhir dengan penutupan

perusahaan bukan saja merugikan

pengusaha dan pekerja, akan tetapi juga

mengorbankan' kepentingaft '''limiirn"' dan

negara. Untuk mongbidari kerugian, *epelti

itu, Pemerintah sejak awal perselisfhan perlu

memfasilitasi dialog, saling pengertian dan

perundingan antara pengusaha dan serikat

pekerja. Pada saat kedua belah pihak

menghadapi stagnasi, Pemerintah harus secara

'bijaksana menawarkan titik tompromi 
,atau

langsung diminta diselesaikan melalui

Pengadilan Hubun$an Industrial.'

Tabel2 '

. Jt,IILATI.I(A€I'S PEI'OGOKAITDAN JATII KER.JA HIUI{G
|NDONESn,1980.2008

Sumber z Direktorat Jenderul HaQungan
Indasfiiai
") Samnai bulan Mei 2008

,':'I(eptitusan PHI wajib dilaksanirkan-'oleh

. . pengusahadanserikatpekerja. 
.

. 
Penutupan Pcrusahaan

Untuk memberikan keseimbangan

' atas hak serikat: pekerja melakukan

pemogokan, pengusaha juga diberi hak

untuk monutup perusahaan sebegai reaksi

terhadap:,tuntutan serikat pekerja yang

tidak dapat dipenuhinya. Sama halnya

dengan rencana pemogokan, pgngusaha

harus men)rusun rencana penutupan

'isi "tuitutan serikat pekerja,' alasan-

alasan':' tidak mampu memenuhi

tuntutan tersebut, dan upaya yang

:,dilakukan.urtuk berunding dan dalam

perundingan dengan serikat pekerja.

Kemudian, pengusatra mem-

beritahukan rencana tersebut kepada

serikat pekerja dan kepada Ditias

Tenaga Kerja dengan bukti telah
' melakukah''upaya maksimal berunding

,, ,dengan serikat pekerja. Dinas Tenaga

, Kerja mernberikan tanda terima

pemberiJahuan setelah menghirnpun

infomasi yang diperlukan., Dinas

Tenaga Kerja dapat segera melakukan

pendekatan kepada kedua pihak yang
' 'berselisih supaya berupaya menCapai

"'"titik 
:kompromi. Bila serikat pekerja

dan pengusaha' sama-sarna bertahan

atau . salns:sasro tidak,,' ,bersedia

mengalah, ' peflrsohzno akan ditufup,

pekerj a akan kehilangan pekerj aannya.

b.

Tahun
JUmlan
Kasw

Pekeria
Terllbat

Jam Kefr
Hilang ,

1980

1981

f982
1983

1984

1985

1986

1987

1988
't989

1990

1991

1992

1993

1904

1995

1996
't997

r998
't909

2000
2001

N.2,
2m3

,2W4
2m5
4006

,2007

Zn8.l

'100

2W
142
96

63
78
75
35

39
19

61

130

251
195

296
276
360

2U
278
125
273
174

2n'
161

125
96
282
147

60

32287
54.875

..49.525.

23.318
19.836
21j48
16.831

8.281

7.544
1.168
31.2U
u.474
123.005
103.490
147.ffi2
126.855
221.557
144.929
162.195
48.232

.,126.045

1@.84s

92.325
68.114

53.321
,56.082

598.763
'13rA7'
174.462

328.466
495.144
s01.230
n5.749
62.900
55.001

117.643
35.60f

@7.265
N.257
262.014
582.477 .

't.019.654

966;901

1.C21032
1.300.00'l
2.497.573
1.250.673

1.550.945

915.10s
1,281242
1.165.032

,769.142.
643.254
554.726
766.465

4,665,685
1:161.459
1.m.1fi
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, Pengusaha ,,, tidak diperbolehkan I Kedua, Deklarasi ILO tahun 1998 yang,

meneruskan perusalraan di lokasi yang I lalu mengenai' pelaksanaair hak-hak

sama dengan merekrut pegawai | ' a*.t pekerja termasuk hak

banr.Tergantung ' pada '' dampak
.t

lampak I berorganisasi dan ,berunding bersama
Ipenutupan perusahaan terhadap I bagi pekerja dan pengusaha, tetah.

pengusaha dan pekerja serta I memberikan dampak yang sangat besar

terhadap kepentingan umum, I bagi perkembangan hubungan

Pernerintah pada dasamya dapat I industrial di seluruh dunia.

melakukan 'intervensi, yaitu dengan I retiga, baik karena penganrh

membawa kedua belah pihak kembali I ILO tersebut maupun karena gerakan
I

ke perundingan dan atau menawarkan I serikat pekerja di , tingkat nasional,
I

bentuk kompromr, atau mengajukan ke I masing-masing negara sekarang ini
I

Pengadilan Hubungan Industrial. i pasti sudah memiliki seperangkat

pe:ahran

lembaga dan

perundang-undangan,

mekanisme kerjad. Menghindar'i Pemogokan dan
Penutupan Perusahaan

Kondisi hubungan industrial

pada awal tatrun 2000-an ini sudah jauh

berbeda dengan kondisi pada awal

revolusi industri 150 tahun yang lalu

: bahkan , dengan kondisi hubungan

. industrial 5-10 tahun yang lalu.

Pertama, ILO sendiri sebagai lembaga

melindungi para pekerja dan dunia

usaha dari tindakan sewenang-wenang

oleh'pihak lain. Tiap negara pasti

sudali ' memiliki lembaga dan

mekanisme dialog, perundingan dan

penyelesaian', perselisihan antara

pengusaha dengan pekerja dan atau

serikat pekerja.

tripartit nasional, terdiri dari wakil- i *uempat, baik pengusaha

wakil serikat pekerja, pengusaha d* | maupun para pimpinan serikat pekerjal

Pemerintah negara-negara di dunia, i ,"t**g ini sudah semakin berpikiran

: sudah. menerbitkan sejumlah Konvensi | 1ras,. para pengusaha pada,umumnya,

dan Rekomendasi mengenai ! sudatr menaruh perhatian pada
'!

perlindungan pekerja, ', yang secara 
i nerbaikan kualitas hidup dan
Imoral wajib dilaksanakan di setiap i kesejatrteraan pekerja.

negara. il' -: -.
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Para pirnpinan serikat pekerja tidak dan pgmogokan yang sangat

. sekedar mengandalkan kekuatan otot

akan tqtapi sudah semakin

rnengandalkan kemampuan' intelektual

danprofesionalisme. :

Kelima, semakin disadari

bahwa pemogokan dan PenutuPan

perusahaan selalu 'menimbulkan

. dampak negatif bagi rnasyarakat Oteh

sebab itu, ke depan pimpinan serikat

pekerja yang efektif dan berpengaruh

bukanlah pimpinan yang mamPu 
!

, menggelar demonstrasi dan pemogokan

ymg berkepanjangan, akan tetapi

pemimpin yang dapat menyelesaikan

perselisihan melalui dialog dan

negosiasi.

Sebagaimana telatr diuraikan

di Bab-bab terdahulu, persaingan yang

semakin tajam dalam era globalisasi ini

menuntut pengusatra dan serikat

pekerja harus sama-sama dan

bergandengan tangan meningkatkan

produktivitas dan daya saing mereka,

yaitu di satu pihak dengan

menyempurnakan sistem kerja dan

meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia, dan di pihak lain menghindari

segala bentuk pertikaiaru perselisihan

,mengganggu kelancaran produksi.

Dengan kata lain" semua pihak-

pgngusahe,,serikat pekerj a, Feperintah

dan' masyarakat-harus

menghindari pemogokan' ' dan
.: i .

penunipan penisatrabn :

9. MenghindariPerselisihan

Menyelesaikan perselisrhan

jauh lebi! berat daripada menghindari

perselisihan. Penyelesaian perselisihan

, melalui pengadilan selalu menuntut

jalan panjang dan pengorbanan yang

besar ..baik, bagi pengusaha maupun

bagi pekerja dan serikat pekerja.

Disamping pengorbanan materiel dan

waktu, penyelesaian perselisihan

melalui mediator atau konsiliator,

apalagi bila berkelanjutan ke

pengadilan dan mahkamatr kasasi,

selalu meninggalkan bekas yang

menjadi beban psikhologis untuk masa

yang akan datang. Oleh sebab itu, para

pekerja dan pimpinan serikat pekerja

serta manajemen harus secara proaktif

mencari penyelesaian semua

perbedaan secara internal.

a
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Di satu pihak pimPinan serikat

pekefiar perlu ikut mendisiplinkan

: anggotanya, menamirung' ' : dan

menyalurk* , *plrusi dan ketuhan

. anggotq mengutamakan sasaran jangka

, panjang .scrta meningkatkan

, kemampuan diplonesi dan berunding.

Di pihak lain manajemen Perlu

memahami pers.epsi dan kclerbatasan

pekerja dan serikat pekerja, merespon

aspirasi dan keluhan mereka, lebih

Manajemen dan serikat pekerja

harus' salingr 'mempercayai dan

mengbormati, sama-safna membuka

diii''untuk' -berdialog dan negosiasi,

belajar menahan dan.'mengendalikan-

ei{rosi, ,'mencari , solusi yang

menguntungkan kedua belatr pihak dan

terus membekali diri dengan

pemahaman .manajemen hubungan

industrial.***

Prof. Dr. PapmaJ. Simanimtak" APU

adalah Direlct.w P.rogrum Pascasariana Universitasa Pelita

Harapan, tiaitan peiaibat senior Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi..

terbuka dan akomodatil

menyediakan cukup waktu

mendengar dan berdialog

peke{a.

serta

untuk

dengan
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Membangun Karyawan Bersemangat Dalam Upaya Meningfutkan

Departemen Tenaga Keia Dan Transmigrasi
Bag Staf Dan Pimpinan

Di

Oleh: Drs. Susanto. MM.

PENDAHULUAN

Tidak ada didunia ini apa yang

disebut karyawan atau pimpinan tidak

pernah berbuat salah atau mengalami

kegagalan. Tetapi yang lebih

penting,bagaimana masih punya semangat

untuk memperbaiki kesalahan dan

kegagalan, selanjutnya memberikan yang

terbaik apa yang ada pada dirinya. Salah

satu fugas pimpinan membarryun semangat

karyawannya tetap tumbuh khuzusnya

dalam melaksanakan bidang tugas

pengawasan

Inti karyawan yang bersemangat

adalah kualitas hubungan antar individu

antara karyawan dan pimpinan mereka,dan

kepercayaan, penghormatan, serta

pertimbangan yang ditunjukkan pimpinan

kepada mereka setiap harinya.

Memaksimalkan potensi karyawan

terutama tergantung pada sisi manajemen

yang "lebih lunak", bagaimana individu

diperlakukan diberi inspirasi, dan dihntang

untuk menghasilkan prestasi kerja terbaik

mereka dan dukungan sgmberdaya serta

bimbingan yang'diberikan oleh pimpinan

untuk membantu menjadikan performa

karyawan luar biasa.

Menurut Mitchell Thall pada saat

ini masih banyak karyawan mencari lebih

dari sekedar gaji, tetapi mereka ingin

diperlakukan sebagai manusia. Mungkin

kedengarannya sudah jelas, tetapi masih

banyak pimpinan masih belum juga

menyadarinya.

Semangat itu besar

kekuatannya,tanpa semangat tak ada yang

bisa diraih, dan tidak akan ada apapun yang

akan terjadi. Tidak peduli masalah apa

yang dihadapi, bila memiliki semangat

berarti punya kekuatan untuk menghadapi

setiap masalah.

Tanpa semangat, hidup tidak berarti

apa-apa, karena itu taruhlah segenap hati

pikiran dan jiwa"bahkan untuk hal-hal yang

kecil. 
,
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j membangun keberhasilan yang keluar dari;
Apa yang bisa dilakukan seoiang pimpinan i kesadaran 'diri dan hati dan langkah-
untuk membangkitkan

karyawanny4 rekan sekerjanya utaul berikut:,
pimpinannya yang lebih tinggi dan i . Bertahan terhadap tekanan, tekanan akan
meningkatkan moral dalam prosesnya? berdampak negatif hanya bilatidak siap
Banyak sekali, dari hasil survey perusahaan I menghadapinya. Bila siap,tekanan justru
konsulasi Towers Perrin, 759/o karyawan I mampu mendafang- kan prestaSi yang
yang di survey meyakini, bahwa mereka I tu* biasa.

bisa brdampak langsung terhadap I r Kembangkan kebiasaan yang baik,

kerja

tepat

kesuksesan organisasi ,mereka dan 72% | misalnya dengan tiba ditempat

MEMBANGUN MORAL

meftNa

mereka.

Dilingftungan Pengawasan karyawan

dibangun moralnya melalui rasa memiliki

dan tanggung jawab terhadap organisasi,

secara makro ada beberapa kesamaan

dengan unit kerja yang lain.

Keberhasilan seseorang sangat. dipengaruhi

dari diri sendiri dan tidak bisa dipaksakan

sebagai contoh : ceritera seorang anak

kecil yang nakal dan keras kepala, suatu

hari ibunya menyuruh dia untuk tertib dan

duduk.Berkali-kali dia menolak, akhirnya

ibunya memegang kedua tangan dan

mendudukannya dengan paksa di kursi.

Tetapi si anak ini berkata kepada ibunya :

Ibu memang sekarang saya kelihatannya

duduk, tetapi sebenanrnya hati saya tetap

berdiri.

Kita sering bersikap seperti anak kecii ini,

kelihatannya kita tunduk peraturan, namun

sesungguhnya hati kita memberontak.

Sebagai pembanding disampaikan perihal

wgletq siap memikul tanggung jawab

dan bukan mencari-cari

kesalahan;menyelesaikan tugas-tugas

yang tidak menyenangkan dengan lebih

cepat dan tidak menunda-nundanya

sehingga lebih banyak waktu sisa hari

untuk dinikmati.
r Belajar dari kegagalan, bila mengalami

kegagalan, mundurlatr untlrk semen'tara,

dan . evaluasi penyebab kegagalan

tersebut. Manfaatkan pelajaran yang

diperoleh dari kegagalan itu untuk

melangkah ke tantangan besar

berikutnya. Kefnungkinan sukses lebih

besar, karena tidak akan membuat

kesalahan yang sama lagi.

o Belajarlah dari orang lain, tirulah teladan

dari orang-orang yang baik, dan

belajarlah dari kesalahan dan kegagalan.

e Miliki ketetapan hati untuk mencapai

sasaran yang tinggi. Jangan mencari-cari

alasan untuk membenarkan kelemahan.

berprestasi dalam pekerjaan I teuitr awal, dan bukan sekedar
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Taklukkan kelemahan- kelemahan,

tetapkanlah standar Yang tinggi,

kerahkan waktu, kerja keras serta

disiplin untuk rnenoapainYa.

PENTINGNYA MENJALIN

HUBTJNGAI\I.

Bagaimana para pirnpinan tahu apakah

hubungan mereka dengan para karyawan

baik? Jim Harris dalam bukunya Getting

Employees to Fall in Love With Your

Company, menawarkan beberapa panduan

antara lain :

a. Ketika hubungan anda baik, Para

karyawan merasa bebas memberikan

pendapat mereka. Mereka mengetahui

bahwa pendapat mereka dihargai.

Hubungan baik rnembuat Para

karyawan yakin batrwa mereka akan

mendapatkan informasi Yang tePat

waktu tentang hal- hal Yang

berhubungan dengan bidang mereka

maupun dengan organisasi secara

keseluruhan.

Hubungan baik membangkitkan

komitmen karyawan. KarYawan Yang

tidak merasa 'dirinYa bagran daxi

organisasi jarang memberikan energi

ekstra atau ide yang sangat bermanfaat

bagi kesuksesan pasar pada Tarnart

sekarang.

Hubungan anda dikatakan baik ketika

anda memahami kebutuhan Para

karyawan anda.

Saling pengertian diantara' karyawan dan

pimpinannya, adalah satu-satunyl,cdta.

untuk meraih sasaran-sasaran berupa

kualitas kerja yang tinggi dan pelayanan

yang baik. 1

PENTINGNYA VISI.

Beberapa panduan berikut untuk

membantu pimpinan serta karYawan

mengembangkan visi bersama antara lain :

a. Mengkomunikasikan pendapat anda

dengan jujur dan langsung selama

diskusi. dengan karyawan tentang

prestasi mereka.

b, Mtititastita" orang mendapatkan

informasi yang mereka butuhkan untuk

melakukan tugas mereka.

c. Membiarkan para karyawan

' mempdngaruhi sasaran Performa

mereka sendiri.

d. Sering turun lapangan.

e. Mergkomunikasikan arah jangka

panjang yangjelas.

f, Mendengarkan dengan seksama serta

metupertimbangan opini orang lain

dengan pikiran terbuka sebelum

mengevaluasinya.

g. Mengkomunikasikan standar pribadi

yang tinggi secara informal didalam

percakapan, kontak sehari-hari dan

sebagainya. ,

TJNTUK APA MEMBANGKITKAI\
SEMANGAT.

, Alasan untuk membirigftitkan Semangat

karyawan sedikitnya ada6 alasan :

b.

d.

2l NFO HUruN VilUffi N TAfiV'I KtX, M

-J
.&:,.



Mcampingkan, mengupayakan struktur

yang lebih tepat dan merekayasa ulang,

menciptakan 'lingkungan dimana

kepercayaan karyawan harus dibangun

kembali;

Karyawan sekarang harus lebih terarah

dan otonom dalam melaksanakan fugas

mereka;

Pimpinan sekarang harus menciptakan

lingkungan kerja yang mendukung

untuk mendorong perilaku hasil serta

hasil yang diinginkan;

d Ketika lingkungan kerja semakin

"berteknologi tinggi", para pimpinan

harus se*ukitt mempunyai "sensitivitas

tinggi" terhadap para karyawan;

e Wa&tu seorang pimpinan yang terbatas

dengan karyawannya harus positif dan

mempunyai makna;

f Semua karyawan ingin merasa dihargai

atas hasil ketja, pengetahtran dan

ketrampilan mereka;

PRINSIP UNTTJK MEMBERDAYA-

KAI\[ KARYAWAII

Prinsip untuk memberdayakan' karyawan

menurut Diane Tracy, sebagai berikut :

Menjelaskan apa saja yang menjadi

tanggung jawab mereka;

Memberikan mereka kewenangan,y-ang

sesuai dengan tanggung jawab mereka;

Menetapkan standar kesempumaan;

d. Mernberikan mereka 'pelatihan ,yang

akan memungkinkan mereka memenuhi

standar tersebut;

e. Memberi mereka pengetahuan dan

informasi;

f. Memberi 'umpan balik atas kinerja

mereka;

g. Mengakui prestasi mereka;

h. Mempercayai rnereka;

i- Mentoleransi kegagalan mereka;

j. Memperlakrikan mereka secara

bermartabat dan terhormat.

SARSY MELIBATKAN KARYAWAI{-'

'' Salah satu cara terbaik untuk

melibatkan karyawan dalam sebuah

org'nisasi, dan membangkitkan semangat

mereka dalam prosesnya, adalah dengan

mengurnpukan saran karyawan. Penting

bagi: karyawan ,uRtuk mengetatrui bahwa

sararn mereka ditanggapi dengan serius dan

mereka bisa menghasikan perbedaan besar.

Ada beberapa cata untuk

mcllb;tnfran'karyawan' "serta nteminta ide

perbtaihaii, menurut konsultan manajemen

Bernie Sander sebagai berikut :

a Menantang para kryawan untuk

memainkan peran yang

memberdayakan ditempat kerja;

b Menginspiraqi para struktural untuk

menampung ide - ide baru;

c Mendorong cara berpikir praktis;

a.

r-
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b

Mempromosikan kreativitas sebagai

ketrampilan yang bisa dipelajari;

Mendorong perbaikan yang kontinyu;

Mendorong pimpinan ide yang efektif;

Berupaya menjadikan interaksi antara

karyawan dan pelanggan sePositif

mtrngkin;

h Mengambil apa yang baru;

i Melatih, melatih dan terus melatih.

MENDORONG KREATTVITAS
DENGAN MEMELIHARA
KESEGARAN

Karyawan yang bersemangat adalah

karyawan yang kreatif,ketika dilibatkan

dalam op€rasi sebuah organisasi, karyawan

akan secara sukarela mencari cara-cara

baru untuk memecahkan masalah.

Organisasi yang terbaik menemukan cara-

cara untuk memberikan karyawannya

waktu, dukungan,dan peralatan Yang

mereka butuhkan untuk menstimulasi

pemikiran kreatif.

Sayangnya, kecePatan oPerasional

dibanyak organisasi kurang menyisakan

waktu bagi karyawan untuk sekedar

berpikir dan berkreasi. Bahkan tidak lazim

bagi karyawan untuk tidak makan siang

atau bekerja lembur hanya agar tidak

ketinggalan.

Ditempat kerja seperti itu, sungguh

penting bagi karyawan untuk diberi

kesempatan relaks unfuk tertawa bersama

rekan sekerja atau sekadar beristiratrat

sejenak dari pekerjaan.

Beberapa cara untuk memelihara kesegaran

karyawan, antara lain :

a Dorong karyawan untuk bekerja diluar

batasan kaku organisasi;

b Kembangkan kreativitas; '
c Dorong inisiatif;

d Biarkan karyawan meluangkan waktu

untuk berpikir dan merencanakan;

e Berikan imbalan untuk pengambilan

resiko;

f Dorong karyawan untuk meinpelajari

berbagai ketrampilan;

g Doron$' mereka untuk banyak

bertanya;

h Pastikan anda'mudah dihubungi;

i Rekrut or€mg yang cerdas;

j Rekrut individu yang beragam.

PELATIHAI\I DAN PENGEMBANGAIT

Organisasi-organisasi terbaik

beranggapan bahwa memberikan

kesernpatan kepada para karyawan untuk

belajar tidak percuma bagi oiganisasi

maupun bagi para karyawan.

Dengan demikian organisasi

mendapatkan taryawan Yang lebih

terampil, serba bisa dan fleksibel dalam

penugasan mereka, sedangkan PaJa

karyawan mendapatkan kesempatan untuk

mempelajari keterampilan baru, perspektif

baru memandang dunia, dan membangun

jaringan bersama rekan-rekan sekerj a.

Kesempatan Para karYawan untuk

keluar dari rutinitas sehari-hari, sudalt

membangkitkan semangat.
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Ketika para karyawan diberi

kesempatan untuk belajar serta

mengembangkan diri dalam organisasi, hal

itu bisa membangkitkan semangat

karyawan yang sebelunnya tidak maju.

Dalam kaitan pelatihan beberapa

hal yang perlu disarankan :

a Izinkan para karyawan memilih dan

mengikuti pelatihan pilihan mereka

sendiri. Kecuali Pelatihan bersifat

wajib.

Dorong para karyawan unfuk meraih

gelar pendidikan yang lebih tinggi.

Sebelum karyawan mengikuti sebuah

kursus, luangkan waktu untuk ketemu

dengannya untuk rnembahas apa yang

anda harapkan agar mereka pelajari.

Sesudah mereka mengikuti kursus,

luangkan waktu untuk ketemu dengan

rnereka untuk melihat , mendengar apa

yang telah mereka pelajari dan

bagaimana akan menerapkan

pengetahuan tersebut.

d Mintalah agax karyawan yang

bersangkutan menceritakan apa yang

telah dipelajari kepada karyawaq lain
dalam sebuah pelatihan dikantor

sendiri.

Seorang pelatih hebat John

Wooden memberikan nasehat kepada

muridnya untuk sukses sebagai berikut :

a Jangan takut dengan lawanmu,

melainkan hormatilah mereka.

b Ingatlah, perhatian seksama pada hal-

hal kecillah yang akan menciptakan

hal-hal besar.

c Camkan, ketergesa-gesaan

menimbulkkan banyak kesalahan.

d Buatlah dirimu untuk lebih tertarik
pada karakter seseorang dan bukan

pada reputasinya.

e Bertindak .cepat, namun jangan

terburu-buru.

f Pahamilah bahwa semakin keras

engkau bekerja, semakin dekat engkau

dengan keberuntungan.

g Ketatruilahbahwa penilaian yang valid
terhadap diri sendiri adalah factor

penting u4tuk bisa memperbaiki diri.
h Jrylgan lrpa bahwa kerja keras dan'

perencanaan seksama tidak bisa

digantikan oleh apapun. Gagal untuk

merencanakan sama dengan

merencanakan untuk gagal.

Beberapa Cara MembangkitJcan Semang!

Kar.vawan.

Mengajak karyawan dari berbagai

tingkatan maupun eselon untuk

rnengajak makan bersama dan

menanyakan apa yang akan mereka

ubah di dalam organisasi dan

bagaimana mereka akan

mengubahnya.

Selalu mengkomunikasikan segala

informasi kepada semua karyawan.

Mendorong para karyawan untuk

memperbaiki suatu proses,prosedur

,atau aspek dari pekerjaan mereka

setiap harinya.
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Gaya Keija MenciPtakan Semangat

Di Tempat Kerja :

*"lada setiap pimpinan diharapkan

mempunyai norma perilaku atau gaya kerja

untuk menciptakan semangat sebagai'

berikut:
a Memimpin{engan memberi teladan.

b Menjalani kehidupan pribadi maupun

professional dengan cara yang akan

menjadikan diri sendiri, keluarga dan

perusaham selalu diakui.

c Beroperasi menurut nonna perilaku

tidak ilErnatr menYimPang.

d Mencbtakan serta memelihara suasana

saling memPercaYai dan saling

menfhormati.-
e Mendengarkan orang lain dan terbuka

terhadap ide - ide baru.

f Mendorong setiap anggota tim untuk

mengambil resiko,melatih inisiatif'

menghasilkan produk berkualitas dan

tidak pernatr takut membuat kesalahan'

g Menciptakan lingkungan Yang

mendukung,yang memuPuk

pertumbuhan Pribadi mauPun

professional.

h Memenuhi apa yang kita janjikan dan

batrkan lebih lagi.

i Dan pada akhirnYa membangun

organisasi Yang hebat sarnbil

bergembira.

Rapat yang produktif:

Didalam rapat, tim berkumPul

untuk memutuskan bagaimana mereka akan

mendekati serta menangani kesempatan

masalah yang ada.

Mendorong Para karYawan untuk

meluangkan wakrtu setiaP harinYa

untuk focus tanPa interupsi pada tugas

mereka yang menjadi Prioritas.

Membagikan masalah kepada semua

karyawan dan meminta saran mereka

tentang bdgaimana cara

memecahkannYa.

f Mengizinkan karyawan mengatakan

*Ya" kepada Pelanggan dan juga

menyediakan sumber - sumber daYa

untuk melakukannYa.

g Mengatasi hambatan diantara rmit

kerja.

h Mendorong Para karYawan untuk

memanfaatkan kesemPatan dan

memberi tahu mereka batrwa kegagalan

dalam proses daPat ditoleransi.

Para PimPinan daPat

membangkitkan semangat karYawan

dengan mengkomunikasikan visi pribadi

mereka tentang apa rnakna kerja sama tim

bagi mereka.

Misalnya mengamo-il kata UTEAM

WORIP, sebagai akronim

dicantumkan didalam semua memo

korespondensi internal lainnYa :

T ogether @ersamrsama).

E veryone (Semua Orang).

,A chieves (MencaPai).

yang

setta

M ore (Lebih).

W ith ( Dengan).

O ryanization (0rganisasi).

R ecognition and ( Pengakuan dan ).

K
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Rapat melibatkan karyawan dari
seluruh bagian organisasi untuk membahas
,Serta menangani persoalan menyangkut
kepentingan bersama.

, Terkadang hanya dengan diundang
untuk hadir serta berkontribusi suddh
membangkitkan seman gat parakaryawan.
Sayangnya waktu yang dihabiskan para
karyawan dalam rapat sering sia-sia para
pesertanya datang tanpa persiapan, tidak
ada sasaran atau agenda yangjelas, atau
beberapa karyawan mendominasi sesinya
sedangkan yang lain melamun.

Jika sasaran- sasarannya jelas dan
ketika semua orang diberi kesempatan
untuk berpartisipasi, rapat bisa menjadi
,kesempatan emas untuk membangkitkan
semangat karyawan.

Beberapa cara agar rapat produktif :

a Adakan rapat tentang masalah yang
spesifik dan adakan urun rembuk untuk

, solusinya.

b Tentukan rapat apa itu, dan siapa yang
seharusnya hadir. Ada rapat yang
membutuhkan kehadiran semua
anggota tim. Ada juga rapat yang lebih
baik mengundang hanya individu yang
dibutuhkan atau yang mempunyai
sesuatu untuk dikontribusikan.

c Tugaskan peran secara bergiliran
untuk setiap rapat misalnya moderator/
penjaga waktu, notulis dan pemantau
proses.

d Tunjukkan penghormatan kepada para

peserta rapat mulai dan akhiri nipat
pada tepat wakfunya,, meskipun ada

peserta yang terlambat.

. 
-e ,J4ngan rnenoleransi interupsi.Jangan

,membiarkan anggota tim memotong
pembica4raan satu.sama lain. Jangan

membiarkan telepon atau interupsi lain
dari luar mengg4nggu rapat dnda.

f Tim diukur dari kinerj,anya. pastikan

adanya system untuk melacak tindakan
yang telah disepakati bersama.

PENUTUP.

Kami rnenyadari, sepenuhnya bahwa
tulisan ini masih jauh dari sempurna,

karena $erbatasnya kemampuan dan

referensi khususnya bidang pengawasan,

tepapi ka4{ peqcaya, bidang pengawasan

tidak lepas dari disiplin ilmu yang lain
dalam aplikasinya

Ada seorang ahli metalurgi
menunjukkan sepotong besi yang harganya

Rp 50.000,-,kemudfan besi ini diolah
m-e4jadi sepatu kuda,akan berharga Rp
500.000,- kemudian besi itu diolah menjadi
jarum, maka harganya menjadi Rp
15,000.,000,- kemudian besi itu diubah

me4iadi blok arloji harganya menjadi Rp

150.000.000,- Sesungguhnya yang

membuat harga besi ini menjadi berbeda

adalah kreativitas {alam mengolahnya.

Mudah-mudahan tulisan ini akan

memberikan tambahan pemikiran dan accu

penggerak bagi para aparat p€ngawasan

dan yang lain dilingkungan Depnakertrans

untuk tetap bersemangat dalam

meningkatkan kingrj anya.
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Penegakan Huklm
Dalam Rangka Pemahaman Sederhana

dan Partisipasi PNS sebagai Aparatur Pemerintah

Oleh: Suryadhl Joko Putranta, SH
(Staf Subdlt PSM-Dtt PI$M-DttJen PZMKT)

I. GAMBARAN'UMUM

asca reformasi, sebagai hukum

dasar dan tertinggi, UUn 1945 sejak

tahun 1999 hingga 2002 telah

mengalami 4 (empat) kali perubahan.

Perubahan konstitusi tersebut telah

mengubah paradigma kehidupan

berbangsa dan bernegara Yang

mengubah pula corak dan format

kelembagaan serta mekanisrne

hubungan antar lembbga negara yang

ada.

Perubahan UUD 1945 telah

menghasilkan rumusan Undang-

Undang Dasar yang diharapkan jauh

lebih kokoh menjamin hak

konstitusional warga neg4ra.

Pasal I ayat (3) UUD 1945 menegaskan

bahwa, Negara Indonesia adalah

Negara Hukum.

Pada era ini, prinsip negara hukum

berkembang sesuii dengan

perkembangan masyarakat, yaitu.

terdapat dua isu pokok yang senantiasa

menjadi inspirasi oleh para pendamba

tegaknya keadilan, adalatr masalah

pembatasan kekuasaan' dan perlindungan

hak azasi manusia.
Dalam perkembangan masyarakat

Iirdond3ia' pada masa reforurasi, terdapat

12 (dua belas) prinsip pokok sebagai pilar

utama yang menyangga berdirinya negara

hukum, yaitu:

Supremasi' Hukum, Persamaan Dalam

Hukum, Asas Legalitas, Pembatasan

Kekuasaan, Organ-Organ Pemerintahan

Yang Independen, Peradilan Bebas dan

Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha

Negara, Peradilan Tata Negara,

Perlindungan Hak Azasi Manusia, Bersifat

Demokratis, Berfungsi Sebagai Sarana

Mewujudkan Tujuan Bemegara dan

Tr,ansparansi Dan Kontrol Sosial. (Prof.

Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.).

Dari' uraian diatas,' menunjukkan

batrwa cita'cita suci bangsa Indonesia

adalah, mewujudkan Hukum Sebagai

Panglima.

nrc ruxw vc/'iure N tNilrN r{G-x, tuu
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Dari segi jumlah, sejak tahun 1999

hingga awal 2008 telatr dibennrk 324

undang-undang sebagai pelaksanaan UUO'

1945 (UU pembentdkan daerah= 203 buah,

W bidang ekonomi: 39 buah, W bidang

kesejahteraan sosial dan budaya:34 buatr).

Dengan mendasarkan diri pada kedudukan

UUD lg45 sebagai hukum dasar dan

tertinggi, maka setiap undang-undang harus

saling berkesesuaian dan bersumberkan

kepada UUD 1945.

Tapi dalam pral:tiknya apakatr

seperti demikian ?

Dari data pada Mahkamah Konstitusi,

masih banyak terdapat ketidaksesuaian

baik secara horizontal antar undang-

undang/peraturan perundangan lain,

maupun secara vertikal terhadap UUD

1945, sebagai contoh .misalnya, ada

ratusan Perda yang bertentangan dengan

UU induknya-

Dalam pelaksanaannya, belumlah terpenuhi

rasa keadilan masyarak at, antaralain dalam

beberapa Keputusan Pengadilan, seperti

kasus pembalakan liar, yaitu

dibebaskannya Adelin Lis.

Dalam kasus Lumpur Lapindo; akankah

menjadi catatan sejaratr bahwa

penyelesaiannya akan terkatung-katung

tidak jelas selamanya, sehingga Lumpur

Lapindo akankah menjadi monrrmen

nasional?

Masih banyak contoh kasus lain

yang menandakan bahwa Hukum sebagai
:

' Pangtihid'belirm sepenuhnya terrealisasi,

'antara laintKusus'Bl.Bl, aliran dana Bank

Indonesia kepada Anggota Komisi .IX
DPR periode 2002-2004, politisasi

rpemilihan calon Gubernur BI yang

diajukan pemerintah kepada DPR, hasil

Pilkada yarrg membuahkan hasil

persengketaan yang berkepanjangan,

proses lama tuntasnya pembicaraan UU

Pemilu 4ntara Pemerintah dengan DPR

banyak menguras tenag4 waktu dan biaya,
;!-

karena (hanya) membicarakan masalah

yang dianggap krusial, yaitu sisa suara.

Dari uraian tersebut, diduga bahwa

polltisasirbeberapa persoalan hukum telah

mengesampingkan slogan F{ukum

Sebagai Panglima.

Dalam,bidang ekonomi, penegakan

hukum di Indonesia belum dapat dikatakan

berhasil.

Dari kasus terkenal, yaitu setelah

tujuh bulan memeriksa kasus BLBI

yang melibatkan Sjamsul Nursalim

dan Anthony Salim (pengemplang

utang trilyunan rupiah) Tim Kejagung

tidak menemukan perbuatan yang

mengarah pada tindak:'pidana korupsi.

Keputusan Jaksa Agung tentang hal ini

sangat , menyinggung rasa keadilan

masyarakat.
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Apalagi setelah ditetapkan tidak

ditemukannya unsur tindak pidana korupsi,

utusan Sjamsul menyuap Ketua Tim

Penyelesaian Kasus 'BLBI, yaitu Jaksa

UripTri Gunawan tertangkap tangan KPK

ketika sedang menerima uang sebanyak Rp.

6 Milyar dari Artalyta Suryani,

Kasus tersebut sampai saat ini masih ramai,

terutama saat rekaman telpon (hand phone)

hasil sadapan KPK diperdengarkan

disidang pengadilan, baik rekaman antara

Artalyta Suryani dengan Urip Tri Gunawan

ataupun dengan para petinggi Kejaksaan

Agung lainnya. Yang belakangan para

petinggi tersebut telah di Non Job-kan,

bahkan antara Urip dan Artalyta pada 10

Juni 2008 telah berhasil ber HP -ria saat

mereka berada dalam tahanan kepolisian.

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, Jaksa

Urip dituntut pidana 15 tahun penjara dan

pidana denda Rp. 250.000.000,- dan

kemudian Pengadilan Tipikor menjatuhkan

pidana penjara lebih berat, yaitu 20 tahun

penjara serta pidana denda RP.

500.000.000,-

Dari kasus yang mengejutkan ini,

dapat ditarik dugaan bahwa beberapa

aparat penegak hukurn telah mencederai

hukum dengan perbuatan melawan

hukum, sedangkan dari dia sangat

diharapkan bahwa supremasi hukum lahir

dan dimulai dari kebersihan diri dan

keseriusan para penegak hukum, maka jika

demikian halnya, publik akan sangat sulit

untuk mengembalikan rasa'kepercayaannya

terhadap keberhasilan pemerintah untuk

Good Corporate Governance.

Bidang good corporate

governance, antara lain adalah

persoalan ekonomi mendasar yang

dapat diketahui telah menandakaii

batrwa kebijakan dibidang hukum

ekonomi kurang berhasil, yaitu

kenaikan harga BBM, listrik, sembako,

harga kedelai yang sempat melonjak

dan beberapa barang konsumsi hilang

dari pasaran, sernata-mata karena

pernerintah menganut

Rer;konomian pasar.

PENYELENGGARAAI\ NEGARA
UUD 1945 mengamanatkan bahwa

pelaksanaan penyelenggaraan negara

dilakukan oleh lembaga-lernbaga

eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan

sampai kini, amanat UUD 1945

kepada ketiga lembaga tersebut telah

dilaksanakan dalam nuansa yang

berubah-ubah dalam wujud perubahan

nama serta luasan kewenangan,

tanggung jawab dan pembagian

kekuasaan antar lembaga yang

disesuaikan dengan zamanny a.

'Dalam bidang eksekutif, telah

berkali-kali kabinet berubah, baik

dalam satu masa pemerintahan

maupun setelah pergantian jabatan

presiden.

:Dalam sejarah tata

kepemerintahan di Indonesia pernah

iudkan Good Governance & dikenal Kabinet Siahrir, Kabinet
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Seratus Menteri, Kabinet Pembangunan,

Kabinet Reformasi dan saat ini adalah

Kabinet Indonesia Bersatu, yang sebentar

lagi habis masa kepaaerintatrannya.

Dalam bidang legislati{ kita masih

ingat bahwa, dulu ada MPRS, DPRS, (S)

pada akLrir singkatan tersebut berarti

Sernentara, kemudian MPR, DPR, DPRD

dalam makna yang berbeda-beda sesuai

dengan z:rmannya2 dan pemah dikenal

DPR-GR (GR = Gotong Royong),

Dalam bidang eksekutif, telatr

berkali-kali kabinet berubah, baik dalam

safu masa pemerintatran maupun setelah

pergantian j abatan presiden.

Dalam sejaratr tata kepemerintahan di
Indonesia pemah dikenal Kabinet Sjahrir,

Kabinet Seratus Menteri, Kabinet

Pembangunan, Kabinet Refonnasi dan saat

ini adalah Kabinet Indonesia Bersatu, yang

sebentar lagi habis masa

kepemerintahannya.

Dalam bidang legislatif, kita masih

ingat bahwa, dulu ada MPRS, DPRS, (S)

pada akhir singkatan tersebut berarti

Sementara, kemudian MPR, DPR, DPRD

dalam makna yang berbeda-beda sesuai

dengan zamafinya, dan pernah dikenal

DPR-GR (GR: Gotong Royong).

Setelah mengalami masa yang

panjang dalam genggaman kekuasaan Orde

Baru sejak tahun 1967 sampai dengan

lahirnya Orde Reformasi, bangsa Indonesia

seakan-akan baru sadar dari tidurnya,
bahwa dalam penyelenggaran negara telatr

terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang,

i awab Presiden/Jvlandataris

MPR yang berakibat tidak berfungsi

dengan baik:fsrnSsga Tertinggi Negara
,dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara

serta tidak berkembangnya partisipasi

masyarakat dalam memberikan kontrol
sosial dalam kehidupan bermsayarakat,

berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari fakta ini, baik
sebagaimana telah diuraikan dalam Sub

Judul ini maupun dalam Sub Judul

Gambaran Umum, saat ini penyelenggara

negara di lndonesia dalam suasana

menerima musibah dibidang

kredibilitasnya dan sedang menjadi fokus
sorotflr' negatif dari pubtik.

Betapa tidak, dalam kondisi

administratif yang berubah-ubah serta

perilaku para / beberapa penyelenggara

negara yang rnelanggar surnpah jabatannya

dalam wujud korupsi, kolusi dan
nepotisme, rnaka dengarr tegas Pemerintah

bersarha-sama dengan,DPR menetapkan

ITU Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

sebagai pelaksanaan amanat Tap. MPR RI
Nomor XYMPR/1998 tentang hal yang

sama.

, Dalam undang-undang ini, yang

dimaksud dengan Penyelenggara Negara

adalah Pejabat Negara yang menjalankan

fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

berkaitan dengan

penyelenggaftum negara sesuai dengan

ketenfuan peraturan perundang-undangan
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Sedangkan Korupsi adalah perbuatan

melawan hukum dengan memperkaya diri
serrdiri atau orang lairr atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian rlegara dengan cera

penyalatrgunaan kewenangan, kesempatan

yang ada padanya karena jabatan, atau

kedudukannya. (i.o UU Nomor 3lll999
tentang Pem-berantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan UU

Nomor 2012001).

Kemudian, Kolusi adalah

permufakatan atau kerja sama secara

melawan hukum antar Penyelenggara

Negara atau antara Penyelenggara dan

pihak lain yang merugikan orang lain,

rnasyarakat, dan atau negara.

Dan, Nepotisme aaiUn setiap

perbuatan Penyelenggara Negara secara

melawan hukum yang. rnenguntungkan

kepentingan keluarga dan atau kroninya di

atas kepentingan masyarakat; bangsa dan

negara.

Mulai saat rtu" istilatr KKN menjadi

terkenal sebagai singkatan Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme.

KKN, sebagai istilah sebagaimana yang

diharapkan oleh MPR dalam ketetapannya

sekaligus dijadikan latdasan hukum bagi

UU Nomor 28 Tahun 1999, maka tidak

sesederhana tiga kata K-K-N yang sering

kita ucapkan.

Yang terkandung dalam Tap MPR dan

undang-undang tersebut, adalah harapan

suci dan .idealisme stafus akan kewenangan

dan kiprah penyelenggara negara pasca

reformasi dalam berbangsa dan

Harapan MPR dalam ketetapannya

tersebut, adalatr:

- Fenyelenggara Negara dalam hal ini
Lembaga Tertinggi Negara dan

Lembaga Tinggi lainnya" telatr

menjadikan lembaganya terjadi

pemusatan kekuasadn, wewenang dan

tanggung jawab kepada Presiden/

Mandataris MPR sehingga lembaga-

lembaga itu tidak berfirngsi dengan baik,
juga tidak berkernbangnya partipasi

masyara@t dalam kontrol sosial

kemasyarakatannya.

- Penyslenggara negara telah malakukan

praktik-praktik usaha yang lebih

menguntungkan sekelompok tertentu

(penulis: tentunya kelompoknya

sendiri) yang menyuburkan korupsi,

kolusi dan nepotisme, yang melibatkan

para pejabat negara dengan para

pengusaha sehingga merusak sendi-sendi

penyelenggaraan negara dalam berbagai

aspek kehidupan nasional.

- Batrwa Tap MPR menghendaki, dalam

rangka rehabilitasi seluruh aspek

kehidupan nasional yang berkeadilan,

dibutuhkan penyelenggara negara, baik

pada lembaga eksekutil legislatif dan

yudikatif harus menghindarkan praktik-

praktik KKN, maka penyelenggara

negala harus bersumpah sesuai dengan

agamanya, harus mengumumkan dan

bersedia diperiksa kekayaannya

sebelum dan setelah menjabat dan

mereka harus jujur, adil, terbuka dan

dapat dipercaya.
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- Bahkan dalam Pasal, '4 Tap MPR

tersebut, dinyatakan batrwa dalam

upaya pemberantasan KKN harus

dilakukan secara tegas terhadap

siapapun jug4 baik pejabat negara

rnantant pejabat .negara, keluarga dan

kroninya maupun pihak

swastalkonglomerat termasuk Mantan

Presiden Soeharto dengan tetap

memperhatikan prinsip praduga tak

bersalah dan hak-hak azasi manusia.

Dengan mengacu pada Tap MPR

Nomor XIA{PR/1998 jo. UU Nomor 28

Tatnrn 1999, para penyelenggara negara

termasuk didalamny a para petinggi n€gara,

deiigan segala tingkat akademik, intelektual

serta latar belakang keluarganya yang

terhormat, maka sudah seharusnya dan

selayaknya kadar benaknya mengerti,

mematrarni dan mengartikulasikan TAP

MPR dan Undang-Undang tadi menjadi

rambu-rambu sekaligus koridor untuk

menuntun jalan hidupnya dijalan yang

benar sebagaimana ucapan sumpah

sebelumnya menurut agamanya kepada

Tuhannya.

NI. DASAR HIJKT]M
Dalam upaya memperoleh kepastian

hukum pada aspek penegakan hukum

sebagaimana dimaksudkan oleh Tap

MPR RI Nomor XIA4PR/1998

tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas KKN, 'baik

Pemerintah'bersarna-sama dengan

DPR dalam menelorkan Undang-

dalam

upayanya sendirii telah serius dan

beikbtetapan , 'hati untuk

menindaklanjuti secara formal dengan

mengeluarkan berbagai terbitan produk

hukum.

Berbagai peraturan perundang-

undangan tersebut, antara lain adalah:

l. UU Nomor 2STahun 1999 tantang

Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi,. Kolusi' dan

Nepotisme

Z. UU,Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembierantasan Tindak Pidana'.:
'"Korupsi

3. [fU Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas UU Nomor 31

Tatrun 1999 tentang Tindak Pidana

Korupsi

4. IJU Nomor 30 Tahun2002 tentang
' 'i Komisi Pdmberantasan Tindak

Pidlrna'Korupsi

5. PP Nomor 65 Tahun 1999 tentang

'Tata .Cara Pemeriksaan Kekayaan

' PenyelenggaraNegara

6. PP Nomor 66 Tahun 1999

Persyaratan Tata Cara

Pengangkatan Serta Pemberhentian

Ariggota Kornisi Pemeriksa

"'t 7. PP, Nomor 67 Tahun 1999
' Tentang Tata Cara Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Komisi Pemeriksa

8. 'PF Nrimor68 Tahun 1999 tentang
- :, , tala,Clrra Pelaksanaan Peran Serta

Masyarakat dalam Penyelenggaraan
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Betapa tidak, dalam undang-undang

tersebut telatr dinyatakan bahwa lembaga

pemerintah yang menarigani perkara

tindak pidana korupsi belum berfungsi

secara efektif dan efisien " dalam

mernberantas tindak pidana korupsi;

sehingga:

Perlu dibentuk Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana'Korupsi (KPK) yang dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya

bersifat independen dari bebas dari

penganrh kekuasaan manapun.

Diantara :, liasal-pasal yang mengatur

tentang tugas dan kewenangan, KPK

memtrfuiyai ciri khas yang menunjukkan

keluasan jangkauan tugas dan

kewenangan yang lebih luas daripada

instansi penegak hukum sebelumnya, yaitu

Kepolisian dan Kejaksaan, antara lain:

- KPK bertugas melakukan supervisi

terhadap instansi Yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak

pidana poruPsi, juga melakukan

penyelidikan, PenYidikan dan

penuntutan terhadap tindak pidana

korupsi.

- KPK berwenang mengambil alih

penyidikan dan PenYelidikan atau

penuntutan terhadaP Pelaku tindak

pidana korupsi yang sedang dilakukan

oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

- KPK berwenang melakukan

penyidikan, Penyelidikan dan

penuntutan tindak pidana korupsi yang

melibatkan aparat Penegak hukum,

penyelenggara negara dan orang lain

terkait.

g. Keppres Nomor 127 Tahun 1999

tentang Pembenttrkan Kornisi

Pemerksa KekaYaan PenYelenggara

dan Sekretaris ' Jenderal Komisi

Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara

10. Keppres Nomor 73 tahun 2003

tentang Pembentukan Panitia Seleksi

Calorr Pimpinan Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana KoruPsi.

ry. PEM.A.HAMAI{ SEDERHANA

PNS DAN PARTISI?ASINYA

TER. HADAP PENEGAKAFI

HUKUM
Upaya serius Pembentuk Undang-

Undang dan berbagai Peraturan

perundang-undangan lainnya dalam

wujud 4 (emPat) buah Undang-

Undang, 4 (emPat)'buah Peraturan

Pemerintah dan 2 (dua) buatr

Keputusan Presiden dibidang

pemberantasan koruPsi oleh

penyelenggara negara, rupanya masih

belum di-amin-i oleh beberaPa

penyelenggara negara pelaku korupsi,

atau disebut saja PenYelenggara

negara koruPtor.

Bahkan satu Undang-Undang

diantaranya, yaitu UU Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi merupakan undang-undang

yang mengatur tentang keberadaan

super body 'dalam

pemberantasan koruPsi

upaya

oleh
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- KPK berwenang melakukan

penyidikan, penyelidikan dan

penuntutan tindak pidana korupsi yang

mendapat perhatian dan meresahkan

masyarakat dan/atau menyangkut

: kerugiar negara paling sedikit 1 (satu)

Milyar Rupiah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana

telah diatur tentang pengertian, tugas seda

kewajibannya terhadap pelayanan publik

oleh Undang-Undang 'Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan Undang-Und.ang

Nomor 8 Tahun l9T4tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian, adalah:

Setiap warga negara Republik Indonesia

yan;g telatr mementrhi syarat yang

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu

jabatan negeri, atau diserahi tugas negara

lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan yarry berlaku (Pasal I
huruf l).
Pegawai negeri terdiri dari PNS, Anggota

TNI dan Anggota Polri (Pasal 2 Ayat l).
Kemudian, tugas PNS, yang berkedudukan

sebagai aparatur negara adalah untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara profesional, jujur, adil dan rnerata

dalam penyelenggaraan fugas ,negara,

pemerintahan dan pembangunan (Pasal 3

Ayat l).
Sedangkan kewajibannya, adalah setia dan

taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara

dan Pemerintah serta wajib menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI

@asal a). :

SehubuCIgan dengan, penegakan hukuni
dalam kerangka bebas KKN,. pada

umumnya PNS yang terkena kasus pidana

adalah PNS ,yang melaksanakan tugas

yang, berhubungan :dengan . anggaran

negara yang dituntut oleh sist'em

pelaksanaan enggaran yang berbasis

kinerja yang terukur akuntabilitas

keuangan serta fisiknya, baik dari sisi out

put, out come, benefit maupun irnpactnya.

Sebagai aparatur pemerintah atau

penyelenggara negara, PNS, dengan

ditetapk$nya, [fU tentang KPK, tentunya

mereka'' sangat berterima kasih, karena

mer&a telah diberi petunjuk / , jahn
penerang'bagai lampu penerang disetiap

sisi run way sebagai penunjuk pesawat

terbang.untuk mendarat dimalam hari agar

tidak mengalami kecelakaan. Berkaitan

dengan hal yang telah diuraikan di atas,

(sebenarnya) para PNS dapat dengan

sederhana memahami bagairnana ikut
'berpartisipasi .dalam penegakan hukum,

yaitu:

- Berulang-ulang membaca peraturan

kepegawaian, peraturan perundang-

undangan bidang pemberantasan

korupsi, terutama pasal sanksi

pidananya.

- Selalu ingat saat dilantik, bahwa

mereka telah bersumpah atas

jabatannya terhadap Tuhan rnenurut

agamanya untuk tidak melakukan

'perbUatan ;'ang dilarang walau sekali

atau sedikit.
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- Serta ingat waktu kapan mereka akan

pensiun, dalam pensiun tentunya

mereka berkeyakinan akan menikmati

hari tuanya dengan bahagia bersama

keluarga tanpa meninggalkan jejak

kotor sebagai koruptor.

- Tidak

Tuhan

selalu berdo'a kepada

melakukan ibadatr

menurut agamanya.

MASA MENDATANG
Pendapat penulis terhadap penerapan

h,rkuq di Indonesia saat ini, yang

terkait dengan penegakan hukum

bidang pemberantasan korupsi oleh

apant penegak hukum (termasuk PNS),

dari segi pembentukan peraturan

perundangannya sudah cukup.

Namun dala4 pelaksanaannya, masih

perlu diingatkan kembali' kepada para

penegak hukum (untuk tidak

mengatakan sangat memprihatinkan),

bahwa mengerti, mematrami dan

melaksanakan tugas dan wewenangnya

tidak harus melakukan KKN.

lupa

dan

v.

Tetapi ada kendala, yaitu dmi aspek

ke rrarr belqm semua pemimpin

seCata efektif menjadi pbnggerak untuk

tindakan-tindakan penegakan hukum.

Sementara pemirnpin belum,rnenjadi

teladari'' bagi lingkungan yanii

dipimpinnya masing-masing sebagai

pribadi yang berintegritas dan selalu

taat aturan.

Untuk hal ini, dengan merebaknya

kasus korupsi yang dapat dilihat
ditayangan televisi' dan berita' media

cetak setiap hari dengan melibatkan

penegak hukum terpilih dan senior serta

mqflangkut uang negara milyaran

rupiah, seakan-akan kita pesimis bahwa

penegakan hukum di Indonesia akan

segera terwujud.

Narnun demikian, kita harus yakin dan

berjanji kepada diri sendiri bahwa

kita harus berani (bermimpi) bahwa

sikap pesimisme harus dikikis dan

dibuang jauh-jauh, dan dengan

penegakan hukum, rakyat Indonesia

akan segera menemukan kehidupan

yang sejahtera.
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l. Penetapan Upah Minimum I Dalam me4etapkan kebijalcan
I

q9f I pengupahan sangat perlu diupayakan

El$lnaang-undang Nomor 13 Tahun i se.*u sistematis, baik ditinjau dari segi
I

2003 tentang Ketenagakerjaan I makro maupun segi mikro sejalan

menyebutkan bahwa definisi upuh I dengan upaya pembangunan
I

adalah hak pekerja/buruh yang diterima I ketenagakerjaan, terutama perluasan
I

dan dinyatakan dalarn bentuk u*g I keserapatan kerja, peningkatan

sebagai imbalan dari pengusaha atau I produksi, dan peningkatan taraf hidupt.
pemberi kerja kepada pekerja/buruh i pekerja sesuai dengdii"kebutuhan hidup

Iyang ditetapkan dan dibayarkan i minimum.

menurut suatu perjanjian kerja, ; Dalam penetapan upah

kesepakatan, atau peraturan perundang- i minimum ini masih terjadi perbedaan-

undangan, termasuk tunjangan bagi i perbedaan'yang didasarkan pada tingkat

pekerja/buruh dan keluarganya uor i kemampuan, sifat dan jenis pekerjaan

suatu pekerjaan dan/atau jasa ya"g i di masing-masing perusahaan yang

telah atau akan dilakukan.l j kona:sinya berbeda, masing-masing

rs.eDrJaKan penetapan upah i :t:t* 
atau daerah t*9 tidak sama'

minimum dalam kerangkap.rnna*g- i oleh karena itu upah minimum

, , ., :_,, i ditetapkan berdasarkan wilayahupan oewasa rru masrn menemul ! .' .

banyak kendala, itu sebagai akibat i ' Proninsi atau kabupatenlkota dan

karena belum terwujudnya satu i sektor pada wilayah propinsi atau

keseragaman upah, baik secara ! taUunaten/kota. Kebijakan ini

. regional/wilayah provinsi atau i selangkah lebih maju dari sebelumnya

kabupatenlkota, dan sektor wilayah i y*g ditetapkan berdasarkan sub

provinsi atau kabupaten/kota, maupun j sektoral, sektoral, sub regional, dan

secaranasional. : regional.

I Pasal I UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Dengan'Undang'undang Nomor 13

Tutt+ 2003 tentang Ketenagakerjaan telatr

ditetgfkan upah minimum berdasarkan

hidup tayak, dengan

.rnemperhatikan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi yang mgliputi 
L

;. Upah minimim berdasarkan wilayah

: provinsi atau kabuPaten/kota;

,!. Upah minimum berdasarkan sektor

' pada wilaYah Provinsi atau

kabupatenlkota.2

Upah minimum tersebut ditetapkan oleh

Gubernur untuk wilayah provinsi, dan oleh

'BupatiAilalikota untuk wilaYatt

kabupatenlkota, dengan memperhatikan

rekomendasi dari Dewan Pengupahan

Provinsi atau'BupatiAilalikota. Dalam hal

ini pengusaha ditarang meri'rbayar upah

pekerja lebih rendah dari upah minimum

yang telah diteap untuk masing-masing

wilayah provinsi dan/atau kabupatenlkota'3

,Akan tetapi bagi pengusalra yang karena

sesuatu tidak atau belum marrlPu

membayar upah minimum Yang telatt

ditetapkan dapat dilakukan penangguhan

selama batas jangka waktu Yang

ditentukan.

Dalan, hal 'upah minirnum

ditetapkan atas kesepakatan dntara

pengusaha 'dan , pekerja atau serikat

pekerjq 'tidak boleh lebih rendqh dtti

ketentuait pengupahan yang telah'di

dalam perattrian perundang-undangan

yang bertaku. Tetapi apabila kesepakatan

dirnaksud lebih rendah dan befientangan

dengan petaturan perundang-undangan

yang'berlaku,' -maka kesepakatan'tersebut

batal demir'hukum, dan pengusaha wajib

membayar,updr pekerja menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.a

Untuk menetaPkan upah
,: .. :

minimum, pengusaha wajib menyusun

struktur dan skala upah dengan

mernperhatikan golongan, jabatan, masa

kerja, pendidikan daq kompetensi pada

pekerjalbunrh,s dan juga melakukan

penijauan updl 'secara berkala dengan

memperhatikan kemalnpuan perusahaan

dan produktivitas.

Pada azasnya' uPah tidak

dibayar apabila pekerja tidak melakukan

pekerjaan (no work no PaY), kecuali

2 Pasal 89 ayat (l) UU.No'13 Tahun 2003'
3 Pasal 90 ayat(l) UU, No'13 Tatrun 2003'
a Pasal 9l ayat(2) UU. No.13 Tahun 2003'
5 Pasal 2 Kipmenakerfians No.49lMen/M004'
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apabila pekerja tidak melakukan

pekerjaan karena sakit, sakit pada
\

waktu haid di h}ri fertama dan kedua,

melangsungku( pernikahan,

menghitankan anak, mernbabtiskan

anaknya, isteri melalrirkan atau

keguguran kandungan, suarni atau

isteri atau anak atau menffitu atau

orang tua atau mertua atau anggota

keluarga dalam satu rumah meninggal

dunia, menjalankan tugas: negara,

menjalankan ibadah yang diperintahkan

agarnanya, melakukan pekerjaan yang

telah dijanjikan oleh pengusaha tetapi

pengusaha tidak mempekerjakannya,

baik karena kesalahan sendiri maupun

halangan yang seharusnya dapat

dihindari pengusaha, melaksanakan hak

cuti atau istirahat, melaksanakan tugas

serikat pekerja/serikat buruh atas

persetujuan pengusaha dan

menjalankan tugas pendidikan dari

perusahaan.

Dalam penetapan upah tersebut tidak

boleh ada diskriminasi antara pekerja

laki-laki dan perempuan untuk

pekerjaan yang sama nilainya,6

maksudnya nilai pengupahan lidak

diberdkan berdasarkan jenis kelamin.

2, Keseragaman Pengupahan

Dengan adanya sistem

penetapan upah minimum berdasarkan

' wilayah provinsi atau . wilayah

kabupaten/kota, dan sektor piaa

wilayah provinsi atau kabupaten/kota,

berarti masih belum ada keseragaman

upatr di semua perusahaan dan wilayah

atau daerah. Hal ini dapat dipahami,

mengingat kondisi dan sifat perusatraan

di sef.iqp sektor dan wilayah atau daerafr

ti4uts sama, dan masih belum bisa

disamakan. Demikian juga kebutuhan

hidup minimum seseorang pekerja

sangat tergantung pada situasi dan

kondisi wilayah atau daerah dimana

peruslhaan tempat bekerja itu berada.

Belr.m adanya keseragaman upah

tersebut justru masih didasarkan atas

pertimbangan-pertimbangan demi

, kelangsungan hi&rp bagi perusahaan

dan bagi pekerja yang bersangkutan,

apalagi bila mengingat strategi

kebutuhan pokok para pekerja yang

berada pada sektor informal di daerah

perkotaan yang pada umunrnya masih

,.msmpunyai penghasilan di bawah suatu

taraf hidup tertentu.

u UU. No. 80 Tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.l00.
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3. Perlindungan Pengupahan

Undang-Undang Nomor 13

Talrun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menegaskan i"t*u setiap

pekerja/buruh berhak memperoleh

penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Dalam pengertian bahwa

jumlah upah yang diterima oleh

pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya

mampu memenuhi kebutuhan hidup

pekerja/buruh beserta keluarganya

secara wajar, antara lain meliputi;

sandang, pmgm, papan, pendidikan,

kesehatan, hiburan atau rekreasi dan

jaminan hari tua.

Untuk mewujudkan penghasilan

yang memenuhi penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan, telatr

ditempuh kebijakan pengupahan yang

melindungi pekerja/buruh. Akan tetapi

ketentuan tersebut masih akan diatur

dalam suatu Perafirran Pemerintatr

tentang Perlindungan Pengupahan.T

Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun l98l

tentang Perlindungan Upah sebagai

peraturan pelaksanaan Undang-Un{ang

Nomor 14 Tatrun I 1969 tentalq

Keten0an-ketentuan Pokok Mengenai

Tenaga Kerja telah diatur mengenai

Perlindungan Upatr secara nasional.

Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih

berlaku kendati Undang-Undang l.iomor lg

Tahun 1969 telah dicabut dengan Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003. Tetapi agar

tidak terjadi kekosongan hukum maka

Peraturan Pemerintatr No. 8 Tatrun l98l

tentang Perlindungan Upah masih tetap

berlaku.

'Kebijakan perlindungan upah

ini 'ftingatux secara umum yang

berpangkal tolak pada fungsi upah yang

harus mampu menjamin ketangsungan

hidup pekerja dan keluargffiyd, sehingga

memberikan motivasi terhadap

peningkatan prciduksi dan produktivitas

kerja.

Pengaturan perlindungan upah

diarahkan kepada sistem pembayaran upatr

secara keseluruhan berdasarkan prestasi

kerja, tidak dipengaruhi oleh tunjangan-

tunjang-an yang tidak ada hubungannya

dengan prostasi kerja.

I Hak untuk menerima upah bagi

pekerja.timbul pada saat adanya hubungan

kerja antara pekerja dan pengusah4 dan

berakhir pada saat hubungan kerja tersebut

putus.

7 Pasal'97 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenafakerjaan.



Pengusaha dalaqr meneiapkan upatr tidak

boleh mengadakan diskriminasi,ang11

pekerja laki-laki dan perempun urtuk

pekerjaan yang sama nilainya.

Dalam ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Perlindungan Upah, juga dianut azas "no

work no pay", yakni upah yang tidak

dibayar apabila pekerja tidak melakukan

pekerjaan. Upah dibayarkan dalam bentuk

uang dan sebagian dapat diberikan dalam

bentuk lain, kecuali minuman keras, obat-

obatan, derrgan ketentuan nilainya tidak

boleh melebihi 25% dari nilai upah yang

seharusnya diberima oleh pekerja yang

bersangkutan

.Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 1981 telah diatur secara

lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan pengupahan dalam rangka

kebijakan pengupahan yang melindungi

pekerja serta mengatur hak-hak dan

kewaj iban masing-masing pihak.
lcambatan secara urnum dapat

dilihat bahwa apa yang diatur dalarn

Peraturan Pemerintah Nomor S.Tahun l98l
tentang Perlindungan Upah, tidak jauh

berbeda dengan materi pokok mengenai

pengupatran yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan.

Sedangkan untuk. penjabaran lebi[
lanjut aka4 diatur dalam peraturan

Pemerintah sebagai peraturan

pelaksanaan 
Jndang-Undang Nomor

13 Tatrun 2003 ini.

4. Kuantitas Tingkat Upah
I

i
, Sepe$ ,diketahui sistem

pengupahan yang bersifat differensif

manyebabkan kuhntitas tingkat upah

khusdsnya dalam penetapan upah

tqinimum terjadi perbedaan. Kebijakan

sektoral'dan regional didasarkan pada

pemilihan wilayah atau daerah serikut

sektor-sektor ekonominya yang

potensial serta dengan

mempertimbangkan beberapa aspek

. yang mempeng.4ruhi antara lain :

a. Aspek kondisi perusahaan

Melalui aspek ini dapat diperoleh

kriteria perusahaan kecil,

perusahaan menengah, dan

perusahaan besar baik di dalam satu

sektor atau di satu wilayah atau

daerah, maupun berlainan sektor

atau wilayah/daerah./
'Kriteria tersebut membawa

: ,,.
konsekuensi' pada kemampuan

., petusqhaan yang tidak sama dalam

memberi upatr pekerja.
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Hal ini sudah tentu tergantung pada

besamya modal dan kegiaan -usatra

masing-rnasing perusahaan dan''tingkat

produksi, serta produktivitas tenaga

kerjanya.

b. Aspek keterampilan tenaga kerja

Peningkatan produksi dan produktivitas

kerja, sangat ditentukan oleh

kemampuan personil perusahaan, baik

di tingkat atas yakni PimPinan

manajement yang mampu menjadi

penggerak tenaga kerja (pekerja) yang

dipimpinnya untuk bekerja secara

produktif.

Tenaga kerja merupakan modal dasar

' bagi perkembangan' dan pertumbuhan

ekonomi perusahaan aPabila tenaga

kerja tersebut sebagai sutnber daya
..

ekonomi dapat dimanfaatkan secara

efektif dan efisien.

Tingkat kemempuan tenaga kerja dan

pimpinan manajemen dalam suatu

perusahaan memberikan peranan yang

menentukan untuk merubah kondisi

perusahaan terseblt menjadi lebih W
dan maju. Kondisi sePerti

memberikan dampak positif bagi upaya

peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

melalui pemberian 
"pirli' 

yang td6ih !

tinggi, serta jaminan sosial lainnya.

c. Aspek standar hidup
,.'

Peningkatan tingkat upah pekerja

selain dipengaruhi oleh kondisi

pcrusaha+r dan keterampilan " tenaga

kerjanya, j.uga dipengaruhi oleh

standar hidup pada suatu wilayah atau

daerah di mana perusahaan itu berada.

Standar hidup 'di daerah perkotaan

I biasfiya ::lebih tinggi dibanding di

daerah pedesaan.l

Penetafan tingkat upah ini selain

didasarkan pada kebutuhan pokok

(basic needs) tenaga kerja yang

bersangkutan sesuai tingkat

perkembangan ekonomi dan sosial di

wilayah atau daerah tertentu.

Kebutuhan pokok tersebut tidak hanya

,terbatas pada persoalan sandang,

, pangan dan papan, akan tetapi meliputi

juga :pendidikan, kesehatan, jaminan

sosial dan 
:lain sebagainya.

d. Aspek jenis pekerjaan

Perbedaan pada jenis pekerjaan ini

mengakibatkan terjadinya perbedaan

' tingkat upah;'baik pada suatu sektor

yang Sania maupun pada sektor yang

berlainan. Tingkat upah pada seklor

industri idak sama dengan tingkat upah

di sektor pertanian, tidak sama pula

dengan sektor perhotelan, tingkat upah

4l NFO HAKUX Vo[.V,'E U IAHUN KE.X, NU



5.

pada industri rokok atau'pemintalan

benang misalnya, tidak sama dengan

tingkat upah pada industri mesin, dan

lain sebagainya.'

Aspek jenis pekedaan mempunyai ani

yang khusus, karena diperolehnYa

pekerjaan dapat membantu tercapainya

kebutuhan pokok bagi pekerja Yang

bersangkutan. Meningkatrya taraf

jenis pekerjaan, dapat membantu

peningkatan taraf hidup sebagai akibat

meningkatnya upah yang diterima

pekerja dari pekerjqan itu.

Disamping segi materiil, pekerjaan juga

mempunyai segi spiritual Yang

merupakan pengabdian dan pemuliaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esas.

Penutup

Sebagai penutup bahwa

diharapkan bagi kalangan masyarakat

industrial dapat memahami dan

menyadari bahwa untuk menetapkan

upah minimum yang sama di semua

wilayah provinsi dan/atau

kabupaten/kota, dan sektor Pada

wilayah provinsi dtau kabupaten/kota,

untuk masa sekarang ,id masi\ sulit

dilakukan selama situasi dan k\ndisi

serta kemampuan perusahaan Yang

bersangkutan masih berbeda.

-:.ii--i ., . '. Penetapan upah minimum

disamping -harus dapat memberikan

rnanfaat bagi perbaikan taraf hidup pekerja

dan keluarganya (terutama yang menerima

upatr rendatr) juga diupayakan agar jangan

sampai berakibat yang membahayakan

kelangsungan usaha, terutarna bagi

perudsahaan yang tergolong kecil dan

lemah.

Sebagai konsekuensi logis dari

kebijakan tersebut dengan pertimbangan

obyektif dan seksama melalui berbagai

faktor yarig berkaitan dengan penetapan

upatr rninimum, maka tingkat upatt

rnirimum,Islrg dapat ditetapkan pada

tahap sekarang ini masih didasarkan pada

kondisi wilayah/daerah yang

bersangkutan.

Dalam pengertian bahwa upaya

peningkatan penetapan upah minimum

dirnaksud dilakukan secara bertahap

seirama dengan laju perkembangan dunia

usaha atau perusahaan, sektor demi sektor,

wilayah/tlaeiah demi wilayah/daerah dan

diharapkan sampai pada suatu saat

penetapan tingkat upah secara minimum

dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Sebab tingkat upah yang terlalu rendah,

dapat mengakibatkan menunrnnya

semangat ketja, yang akhimya

mengharnbat produktivitas kerja dan

,prestasi kerja, yang pada gilirannya

berpeng4ruh- pada peningkatan produksi

dan kelangsungan usaha.* * * * *

E PP. No.zt Tahun t99t tenfuiig Pellitihdn Kerja.
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